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ABSTRAK 
 
Raudhatul Adhawiyah, 2020  : Analisis Hukum Islam Terhadap 
Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang 
Tinggi Dalam Walimatul ‘Ursy Adat 
Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo 
Kecamatan Batipuh. 
 
Penelitian ini mengkaji tentang tradisi hidangan dulang tinggi dalam 
walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan 
Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Tradisi hidangan dulang tinggi adalah tradisi 
menghidangan makanan yang dilakukan oleh pihak perempuan maupun pihak 
laki-laki pada setiap masyarakat yang akan melangsungkan pernikahan di 
Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Tradisi 
hidangan dulang tinggi ini menjadi salah satu proses yang diwajibkan agar 
pernikahan sempurna dilaksanakan. Pokok permasalahan dalam penelitian ini 
yaitu bagaimana pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul 
‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo, serta bagaimana analisis 
hukum Islam terhadap tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat 
Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo. Tujuan dari penulisan skripsi ini 
adalah untuk mengetahui pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam 
walimatul ‘ursy Adat Minangkabau serta untuk mengetahui analisis hukum Islam 
terhadap pelaksanaan tradisi tersebut. 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field research ) penelitian 
yang dilaksanakan dengan mengumpulkan data dan informasi yang langsung dari 
responden. Populasi penelitian ini berjumlah 60 orang yang terdiri dari 25 ninik 
mamak sekaligus sebagai pengurus KAN ( Kerapatan Adat Nagari ), 5 bundo 
kanduang, dan 30 orang masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan tradisi 
hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, dengan teknik  
pengambilan sampel purposive sampling. Sedangkan yang menjadi sumber data 
pada penelitian ini ada dua, data primer yaitu berupa observasi, wawancara, 
kuisioner, dokumentasi dengan para tokoh adat serta masyarakat yang mengetahui 
tentang tradisi hidangan dulang tinggi, data sekunder yang bersumber dari 
literatur-literatur serta buku-buku yang berkaitan atau yang ada hubungan dengan 
masalah yang diteliti. Teknik analisa data mengunakan metode deskiriptif 
kualitatif serta mengunakan metode penulisan induktif, deduktif dan deskriptif.  
Berdasarkan hasil penelitian penulis menyimpulkan pelaksanaan tradisi 
hidangan dulang tinggi merupakan bagian dari proses baralek, yang mana proses 
pelaksanaannya dimulai dengan peminangan ( marambah jalan, manapiak 
 ii
bandua, mamutuih etongan, batimbang tando ), akad nikah, dan baralek atau 
walimatul ‘ursy. Dulang tinggi tersebut dihidangkan kepada bako, bundo 
kanduang atau istri penghulu. Isi dari dulang tinggi tersebut adalah randang, gulai 
bantai, dendeng, pangek, lauk rangsang, karadu luruih, gulai cubadak, jangek 
ketek, mie goreng lasa. Tujuan dari tradisi hidangan dulang tinggi tersebut adalah 
untuk menghargai bako, bundo kanduang atau istri penghulu. Dan juga untuk 
melestarikan tradisi yang ada di Kenagarian Gunung Rajo, terutama tradisi dulang 
tinggi.  
Dalam analisis hukum Islam, bahwa tradisi hidangan dulang tinggi 
merupakan bagian dari walimatul ‘ursy. Pelaksanaannya tidak dijelaskan secara 
rinci dalam nash, namun dikembalikan pada ‘urf yang berlaku di masyarakat. 
Islam tidak melarang terhadap pelaksanaan hidangan yang dilakukan dengan 
menghidangkan makanan bermacam-macam karena tujuannya sebagai rasa syukur 
telah terlaksananya pernikahan dengan mengundang syukuran ataupun makan-
makan serta sebagai bentuk menghargai dan menghormati dengan datangnya 
tamu. Demikian juga Islam tidak melarang tradisi hidangan dulang tinggi yang 
dilakukan di Kenagarian Gunung Rajo. Namun dalam pelaksanaan pemberian 
sanksi adat bagi tuan rumah yang tidak menghidangkan hidangan dulang tinggi 
mengandung mudharat, bila sanksi tersebut tidak dibayarkan selama waktu yang 
telah ditentukan akan dikucilkan oleh ninik mamak dan masyarakat. Pemberian 
sanksi dalam tradisi ini bertentangan dengan syariat yang menyuruh untuk 
menjaga silaturrahmi. Sanksi berupa pengucilan atau tidak dianggap bisa 
membuat silaturrahmi terputus, maka pemberian sanksi ini tidak dibenarkan. 
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KATA PENGANTAR 
 
 
Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahhirabbil’alamin, 
Segala puji dan syukur hanya bagi penguasa alam raya Allah SWT atas 
rahmat, hidayah, kesehatan dan karunia-Nya sehingga penulis akhirnya mampu 
menyelesaikan skripsi ini. Shalawat beserta Salam tidak lupa pula selalu 
senantiasa kehariba’an Syaidul Musthofa baginda Nabi Muhammad SAW. 
Semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, Aamiin. 
Skripsi ini dibuat atas kerja keras penulis untuk menampilkan yang terbaik 
dengan format penulisan yang sistematis dengan mengangkat sebuah topik dengan 
judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan 
Dulang Tinggi Dalam Walimatul ‘Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar” 
Harus diakui bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu 
penulis mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangan ini semua. Dalam 
penyelesaian skripsi ini penulis telah banyak mendapat bimbingan, motivasi serta 
petunjuk dari berbagai pihak yang sangat berjasa bagi penulis, sehingga pada saat 
ini penulis bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik dan tepat pada 
waktunya. Dan itu semua juga berkat orang-orang yang berjasa di balik layar, oleh 
karena itu dengan kerendahan hati peneliti ingin menyampaikan terimakasih dan 
penghargaan setinggi-tingginya kepada: Yth 
1. Kedua orang tua, Ayahanda tercinta Erfik Rinaldi dan Ibunda tercinta 
Dasmawati telah merawat Ananda dari kecil hingga sekarang ini, yang telah 
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memberikan semua do’a dan kasih sayang tulus setiap detik tanpa henti yang 
tidak akan pernah dapat Ananda balas sampai kapanpun. 
2. Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag sebagai Rektor Universitas 
Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Bapak Drs H. Suryan A. 
Jamrah, Ma sebagai Wakil Rektor I, Bapak Dr. H. Kusnedi, M.pd sebagai 
Wakil Rektor II, dan Bapak Drs H. Promadi, MA., Ph.d sebagai Wakil Rektor 
III Universitas Negri Sultan Syarif Kasim Riau. 
3. Bapak Dr. H. Hajar M. Ag sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Hukum 
beserta Bapak Dr. Heri Sunandar, M. CL sebagai Wakil Dekan I, Bapak 
Wahidin, M. Ag sebagai Wakil Dekan II, dan Bapak H. Maghfirah, MA 
sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum. 
4. Bapak H. Akmal Munir, Lc., MA sebagai ketua Jurusan Hukum Keluarga 
beserta Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag sebagai Seketaris Jurusan Hukum 
Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum. 
5. Bapak Ahmad Adri Riva’i, M.Ag sebagai pembimbing skripsi yang telah 
berjuang meluangkan waktunya di tengah-tengah kesibukannya, dengan ikhlas 
dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan 
skripsi ini. 
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen yang tidak dapat disebutkan satu persatu, atas 
tauladan dan kesabaran Bapak dan Ibu mengajarkan ilmu-ilmu dalam 
perkuliahan 
7. Kepada seluruh karyawan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau 
dan karyawan Fakultas Syariah dan Hukum 
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau dan 
Perpustakaan Fakultas Syariah dan Hukum 
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9. Kepada adik kandungku Ayub Ramadhan yang selalu mendukung dari 
belakang dalam segala hal kebaikan 
10. Kepada temanku, Rifa Firdiani, Aminah Yuliza Putri, Restiatul Novinda, 
Halimatusa’diyah, Fitri Suryani, Muhammad Hafis dan teman-teman satu 
lokal, satu jurusan, satu organisasi yang tidak bisa disebutkan satu persatu 
yang selama ini sudah menjadi lebih dari teman, yaitu seperti saudara sendiri 
yang telah menemani baik senang maupun susah sama-sama dijalani. 
Terimakasih atas segala dukungannya 
11. Untuk Kepala Desa Gunung Rajo, kecamatan Batipuh, terimakasih telah 
memberikan masukan dan arahan serta telah mengizinkan penulis untuk 
mengadakan penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah 
tepat waktunya. 
12. Untuk para tokoh adat dan masyarakat Desa Gunung Rajo yang telah berupaya 
meluangkan waktunya, membantu memberikan informasi serta dokumen 
sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. 
Akhirnya kritik dan saran sangat penulis harapkan demi mendekati 
kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi masyarakat 
pada umumnya dan dapat memberikan perkembangan bagi ilmu di Fakultas 
Syariah dan Hukum Uin Sultasn Syarif Kasim Riau khususnya dan ilmu secara 
keseluruhan 
Pekanbaru, 25 Februari 2020 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Agama Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 
SAW.  Agama Islam ini dijadikan tuntunan oleh umat Islam untuk mencapai 
kesejahteraan hidup di dunia dan di akhirat. Tuntunan itu merupakan Al-
qur’an dan Hadits, dan sekaligus merupakan sumber utama untuk mencapai 
apa yang diinginkan umat Islam. 
Tuntunan yang terdapat dalam Al-qur’an dan Hadits ini dilengkapi 
dengan aturan berbagai aspek kehidupan umat Islam.
 1
 Karena aturan berbagai 
aspek kehidupan inilah agama Islam dijadikan agama yang sempurna. Salah 
satu aspek kehidupan yang diatur oleh agama Islam adalah mengenai 
perkawinan 
Perkawinan adalah “Suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan 
hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan 
kebahagiaan hidup keluarga yang diliputi rasa ketentraman serta kasih sayang 
dengan cara yang diridhoi oleh Allah SWT.” 
2
 
Perkawinan disebut juga pernikahan, pernikahan secara bahasa adalah 
nikah yang berarti al- jam’u dan al- dhamu yang berarti berkumpul atau 
bergabung.
3
 Sedangkan menurut istilah pernikahan adalah akad yang 
                                                          
1
Ahmad Rafiq, Hukum Islam di Indonesia, ( Jakarta : PT Grafindo Persada, 1999 ), h. 8  
2
Ahmad Azhar Basyir, Hukum Perkawinan Islam, ( Yogyakarta : UII Press, 1999 ), h. 14    
3
Tihami dan Sohari Sahrami, Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Rajawali Press, 2009 ), h. 7  
  
2
mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz 
nikah atau tazwij atau semakna dengan keduanya. 
4
 
Perkawinan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 adalah “Ikatan 
lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri 
dengan tujuan membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal 
berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.”
5
 Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 
dan 3 menyebutkan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah 
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk 
mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan 
bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, 
mawaddah dan rahmah.” 
6
 Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-qur’an 
surat An-nisa’ ayat 1 : 
 ُكَقَلَخ يِذلا ُمُكبَر اوُقـتا ُسانلا اَهـَيأَاي اَهَجْوَز اَه ْـنِم َقَلَخَو ٍةَدِحاَو ٍسْفَـن ْنِم ْم
 نِإ َماَحْرَْلأاَو ِِهب َنوُلَءاَسَت يِذلا َهللا اوُقـتاَو ًءاَسِنَو ًايرِثَك ًلااَِجر اَمُه ْـنِم ثَبَو
اًبيِقَر ْمُكْيَلَع َناَك َهللا  
Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah 
menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah 
menciptakan isterinya dan dari pada keduanya Allah 
memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan 
bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-
Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) 
                                                          
4
Abdul Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, ( Jakarta : Kencana, 2008 ), h. 9 
5
Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1  
6
Abdurrahman, Kompilasi Hukum Islam, ( Jakarta : Akademia Pressindi, 2010 ), cet. Ke-
4, h. 114 
  
3
hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan 
mengawasi kamu.”
7
 
 
Agama Islam menetapkan bahwa untuk membangun rumah tangga 
yang damai dan teratur haruslah dengan perkawinan yang sah, bahkan 
dianjurkan untuk mengumumkan kepada tetangga dan karib kerabat dengan 
mengadakan walimatul ‘ursy
8
 
Walimatul ‘ursy artinya mengadakan pesta ( walimah )
9
dengan 
perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah atas telah terlaksananya 
akad perkawinan dengan menghidangkan makanan.
10
 
Pada umumnya begitu banyak unsur-unsur yang terkandung dalam 
pelaksanaan perkawinan seperti unsur agama, adat istiadat, dan budaya 
masyarakat setempat. Setiap ada pernikahan selalui dibarengi dengan resepsi 
pernikahan atau walimah. Acara semacam dianggap lumrah dan telah 
membudaya bagi setiap lapisan masyarakat manapun, hanya cara dan 
sistemnya yang berbeda. Sedangkan maksud yang terkandung dari 
mengadakan walimah itu tiada lain hanya untuk menunjukan rasa syukur atas 
                                                          
7
Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, ( Bandung : CV Penerbit 
Diponegoro, 2000 ), h. 61 
8
Abdul Rahman Ghazali, Op.Cit., h. 22  
9
Ali Yusuf As Subki, Fiqh Keluarga ( Pedoman Berkeluarga Dalam Islam ), ( Jakarta : 
AMZAH, 2012 ), cet. Ke-2, h. 111 
10
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2011 ), 
h. 156 
  
4
pernikahan yang telah terjadi sebagai rasa bahagia untuk dinikmati bersama 
masyarakat sekitar lingkungan.  
Walimatul ‘ursy atau pesta perkawinan adalah suatu yang dianjurkan 
dalam Islam. Walimatul ‘ursy, bertujuan untuk mengumumkan pernikahan, 
mengumpulkan keluarga, karib kerabat untuk memberi kabar gembira.Melihat 
kepada istilah kamus walimatul ‘ursy adalah makan-makan pada acara pesta 
perkawinan yang disediakan untuk tamu undangan.
11
 Dalam pelaksanaan 
walimah tidak boleh berlebih-lebihan sebaiknya dilakukan dengan sesuai 
kemampuan asalkan maksud dan tujuan dilakukannya walimah itu terwujud.
12
 
Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya 
sunnah mu’akad. Hal ini dipahami dari sabda Nabi yang berasal dari Anas ibn 
Malik : 
 ِبينلا ََلمَْوأ اَمَلَاق ٍسََنأ ْنَع ٍتِبَاث ْنَع ٌداَحم اَنَـث دَح ٍبْرَح ُنْب ُناَمْيَلُس اَنَـث دَح
 ِِهئاَسِن ْنِم ٍءْيَش ىَلَع َملَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىلَص  ٍةاَشِب ََلمْوَأ َبَنْـيَز ىَلَع ََلمَْوأ اَم 
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ( Sulaiman bin Harb ) Telah 
menceritakan kepada kami ( Hammad ) dari ( Tsabit ) dari ( Anas ) 
ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam tidak pernah 
mengadakan walimah terhadap seorang pun dari isteri-isterinya 
sebagaimana walimah yang beliau adakan atas pernikahannya 
                                                          
11
Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, penerjemah: Abu Syauqina dan Abu Aulia Rahma, ( 
Jakarta : PT Tinta Abadi Gemilang, 2013 ), cet. Ke-2, h. 127 
12
Saleh Al Fauzan, Fiqh Sehari-hari, ( Jakarta : Gema Insani Press, 2005 ), cet. Ke-1, h. 
679 
  
5
dengan Zainab. Saat itu, beliau mengadakan walimah dengan 
seekor kambing”( H.R Bukhari )
13
 
 
Adat Minangkabau, walimah dikenal dengan baralek. Acara baralek 
dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan masing-masing pengantin. Di 
Minangkabau adat terbagi empat macam yaitu : adat nan sabana adat, adat 
nan diadatkan, adat nan taradat dan adat istiadat.
14
Adapun adat nan sabana 
adat ialah segala sesuatu yang terjadi menurut kehendak Allah, yang 
merupakan hukum alam, yang selalu abadi dan tidak berubah. Seperti: api 
membakar, air membasahi dan sebagainya. Adat nan diadatkan ialah adat 
yang diadatkan oleh nenek moyang yang menciptakan adat Minangkabau itu 
yang dikenal orang Minangkabau secara turun-temurun. Adat nan teradat 
adalah aturan-aturan yang disusun dengan hasil musyawarah dan mufakat para 
penghulu ninik mamak disetiap nagari. Peraturan ini berguna untuk 
melaksanakan aturan ataupun hukum-hukum dasar dari adat nan diadatkan. 
Konsekuensi logisnya adalah berbedanya pelaksanaan dari satu nagari dengan 
nagari lain berdasarkan masalah yang dihadapi, seperti pepatah Minangkabau 
:“Lain ladang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo.” ( Lain ladang lain 
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Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Bardizbah 
Bukhari Ja’fi, Shahih Bukhari, ( Beirut : Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1192 ), cet. Ke-1, juz 16, hal. 
155 ( dan dilihat : Digital Liberary Maktabah Syamilah ) 
14
Soerjono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002 
), cet. Ke-5, h. 72  
  
6
belalang, lain lubuk lain ikannya )
15
. Adat istiadat adalah aturan yang juga 
lahir dari kesepakatan dan musyawarah para penghulu atau ninik mamak yang 
lebih fokus pada wilayah dan nagari. Karena peraturan ini mencakup kepada 
kemauan anak nagari sesuai dengan alua nan patuik ( ketentuan yang 
seharusnya ). 
Kekayaan budaya dan tradisi yang dimiliki dikaitkan dengan momen-
momen tertentu yang antara lain adalah momen perkawinan. Dalam Islam 
kebiasaan dikenal dengan konsep ‘urf, adat istiadat, atau budaya yang berlaku 
di masyarakat muslim. ‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang dipandang baik 
dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara istilah ‘urf ialah sesuatu yang 
telah sering dikenal oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa 
ucapan atau perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga 
disebut adat. 
Menurut Abdul Wahab Al-Khalaf, ‘urf adalah apa yang dikenal oleh 
manusia dan menjadi tradisinya, baik ucapan, perbuatan, atau pantangan-
pantangan, dan disebut juga adat 
16
 ‘Urf bila dilihat dari segi ruang lingkup 
penggunaannya terbagi menjadi dua: Pertama, Al-‘urf al-‘am (adat kebiasaan 
umum) adalah adat kebiasaan mayoritas dari berbagai negeri pada satu masa. 
Kedua, Al-‘urf al-khash (adat kebiasaan khusus), yaitu adat istiadat yang 
berlaku pada masyarakat atau negeri, iklim, dan kelompok tertentu. 
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Lain ladang lain ilalang, lain lubuak lain ikannyo artinya : Setiap negeri atau 
masyarakat mempunyai adat dan kebiasaan yang berbeda-beda 
16
Abdul Wahab Khalaf, Ilmu Ushul Fiqh, ( Semarang : Dina Utama Semarang, 1993 ), h. 
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Berdasarkan jenis perbuatannya maka‘urf terbagi menjadi dua macam, 
yaitu ‘urf qawli/ lughawi dan ‘urf ‘amali/ fi’li. ‘Urf qawli/ lughawi adalah 
kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan bukan 
pengertiannya secara kebahasaan. Urf ‘amali/ fi’li, yaitu kebiasaan yang 
berlaku dalam perbuatan 
17
 
Selanjutnya ‘urf dilihat dari segi penilaian baik atau buruk, ia terbagi 
menjadi dua yaitu ‘urf shahih dan ‘urf fasid, pembagian ini sebenarnya 
merujuk kepada pengertian bahwa ‘urf dan adat adalah sama. Dari segi ini ‘urf 
terbagi menjadi dua, Pertama ‘urf shahih (adat kebiasaan yang benar) adalah 
suatu hal yang baik yang menjadi kebiasaan suatu masyarakat, tidak 
bertentangan dengan ajaran agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. 
Kedua, ‘urf fasid (adat kebiasaan yang tidak benar), yaitu suatu yang menjadi 
kebiasaan yang sampai pada penghalalan sesuatu yang diharamkan Allah 
(bertentangan dengan ajaran agama), undang-undang negara, dan sopan 
santun. 
Kehujjahan ‘urf dalam menginstinbatkan hukum hampir selalu 
dibicarakan adalah ‘urf atau adat secara umum. Dalam menanggapi adanya 
pengunaan ‘urf dalam fiqih. Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada 
‘urf, maka kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan 
kepada nash. Para ulama mengamalkan ‘urf dalam memahami dan 
mengistinbatkan hukum. 
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Amir Syarifuddin, Ushul  Fiqh 2, ( Jakarta : Kencana, 1999 ), h. 34 
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Dari uraian diatas jelaslah bahwa ‘urf atau adat itu digunakan sebagai 
landasan dalam menetapkan hukum. Namun penerimaannya ulama atas adat 
itu bukanlah karena semata-mata itu bernama ‘urf melainkan itu menjadi dalil 
karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya baik itu ijma’ atau 
maslahat. 
Dalam hukum adat yang dibenarkan oleh hukum Islam selama adat 
tersebut tidak bertentangan dengan nash Al-qur’an dan Hadits. Hal ini dapat 
dipahami bahwa adat yang diterima adalah adat yang tidak menghalalkan 
barang yang haram dan tidak mengharamkan barang sudah jelas halal. Teori 
yang digunakan untuk penelitian ini adalah teori ‘urf  karena bahasan disini 
banyak meneliti adat istiadat pada masyarakat yang beranekaragaman 
budayanya.  
Dalam kaidah-kaidah ushul fiqih dapat pula dijadikan sebuah hukum. 
 َداَعَْلا ُةَمكَُمح ُة  
Artinya: “Adat dapat dijadikan pertimbangan dalam menetapkan 
hukum.”
18
 
 
Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama 
secara baik oleh umat. Bila semua ulama sudah mengamalkannya, maka 
secara tidak langsung telah menjadi ijma’ walaupun dalam bentuk sukuti. Adat 
itu berlaku dan diterima orang banyak karena mengandung kemaslahatan. 
Tidak memakai adat seperti itu berarti menolak maslahat, sedangkan semua 
pihak telah sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai kemaslahatan, 
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A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fiqh, ( Jakarta : KENCANA, 1998 ), h. 78  
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meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.
19
 Jelaslah 
bahwa ‘urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan 
hukum.  
Adat istiadat pada hakekatnya termasuk salah satu contoh budaya. 
Budaya adalah sebuah sistem yang mempunyai koherensi.. Begitu pula halnya 
pada saat pelaksanaan pesta perkawinan atau walimatul ‘ursy, orang-orang 
cenderung tidak bisa lepas dari unsur budayanya. Salah satunya adalah budaya 
tradisi hidangan dulang tinggi pada saat walimatul ‘ursy. 
Tradisi di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten 
Tanah Datar terdapatnya hidangan dulang tinggi,tradisi hidangan dulang 
tinggi diartikan masyarakat sebagai kebiasaan yang diadakan pada saat 
walimah. Hidangan dulang tinggi dilakukan oleh tuan rumah yang 
mengadakan walimah dari keluarga pihak perempuan maupun pihak laki-laki. 
Hidangan dulang tinggi ini dikhususkan untuk bako ( keluarga dari pihak 
ayah )
20
, bundo kanduang
21
 dan istri penghulu atau datuak. Tradisi ini berlaku 
dari nenek moyang dari dahulu sampai sekarang. 
                                                          
19
Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh 2, Op.Cit., h. 137-138 
20
Bako adalah  istilah si anak memanggil keluarga dari pihak ayahnya    
21
Bundo Kanduang adalah sebutan terhadap seorang pendamping penghulu atau seorang 
ninik mamak dalam acara-acara seremonial yang diadakan oleh pemerintah. Sebagai pribadi 
pendamping dimaksud terlihat kadang-kadang yang bersangkutan berasal dari pihak kemenakan 
sipenghulu atau ninik mamak, kadang-kadang adalah istri dari penghulu atau ninik mamak yang 
bersangkutan.  Kedudukan bundo kanduang sebagai perempuan yang diberi kehormatan dari 
keutamaan menurut adat dan juga sebagai pemegang hak suara istimewa dalam bermusyawarah. 
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Adapun isi dari tradisi hidangan dulang tinggi tersebut adalah dagiang 
( daging ) yaitu : randang ( rendang ), gulai bantai ( gulai daging ), dendeng ( 
dendeng ). Ikan yaitu : pangek ( gulai ikan besar ), lauk rangsang ( ikan yang 
ditusuk ), karadu luruih ( ikan kecil lurus), gulai cubadak ( gulai nangka ), 
jangek ketek ( kulit sapi rebus ), mie goreng lasa ( mie yang digoreng dengan 
hiasan cabe dipotong (lasa) ). Sajian inilah yang dihidangkan untuk bako, 
bundo kanduang dan istri penghulu. Sedangkan hidangan untuk masyarakat 
biasa yang menghadiri pesta adalah gulai cubadak ( gulai nangka ), karadu 
luruih ( ikan kecil lurus ) gulai bantai ( gulai daging ), pangek ( gulai ikan 
kering ), dan samba lado jariang ( jengkol campur cabe ) dan hidangan ini 
diletakkan dalam dulang randah ( dulang biasa ).
22
 
Berdasarkan penelitian awal ditemukan walimatul ‘ursy yang 
melaksanakan tradisi hidangan dulang tinggi dengan alasan mereka mematuhi 
aturan adat dan memiliki kesiapan dana untuk mengisi hidangan dulang tinggi 
tersebut. Sedangkan walimatul ‘ursy yang tidak melaksanakan tradisi 
hidangan dulang tinggi dengan alasan mereka tidak melaksanakan hidangan 
karena tidak mempunyai dana yang cukup untuk memenuhi hidangan dulang 
tinggi tersebut. Tuan rumah walimah yang tidak melaksanakan hidangan 
dulang tinggi menerima sanksi pengucilan dalam masyarakat. Sanksi 
                                                                                                                                                               
Lihat :Ibrahim Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau ( Tatanan Adat Warisan Nenek 
Moyang Orang Minang ), ( Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2009 ), h. 352 
22
Mustawal /Datuak Tan Basa, Ketua KAN, Kepala Adat, Wawancara ( Via Telepon ), 
Gunung Rajo 14 September 2019 
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pengucilan ini dicabut ketika denda sebesar Rp. 1.000.000 dibayarkan kepada 
bundo kanduang atau melalui pihak KAN ( Kerapatan Adat Nagari).
23
 
Aturan ini merupakan kesepakatan ninik mamak
24
 pada KAN 
(Kerapatan Adat Nagari). Kesepakatan ini sudah dibentuk dalam peraturan 
tidak tertulis berupa kesepakatan terkait denda sejumlah Rp 1.000.000 bagi 
tuan rumah yang mengadakan walimah yang tidak melaksanakan tradisi 
hidangan dulang tinggi. Jangka waktu pembayaran denda yang disepakati 
adalah satu bulan terhitung sejak pelaksanaan walimatul ‘ursy. Bagi yang 
tidak melaksanakan kewajiban maka akan dikucilkan dalam masyarakat, ninik 
mamak tidak akan campur dengan urusan keluarga tersebut dan apapun 
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Mustawal /Datuak Tan Basa, wawancara. 
24
Penghulu dalam masyarakat adat Minangkabau merupakan sebutan kepada ninik 
mamak pemangku adat yang bergelar datuk. Sebagai pimpinan penghulu yang bertanggung jawab 
dan berkewajiban memelihara anggota kaum, suku dan nagarinya. Penghulu bertanggung jawab 
terhadap permasalahan yang terdapat dalam masyarakat dan hal ini dikatakan kewajiban penghulu: 
Kusuik manyalasaian Kusut diselesaikan 
Karuah mampajaniah Kotor dibersihkan 
Tumbuahnyo ditanam Tumbuhnya karena ditanam 
Tingginyo dianjung  Tingginya karena dihargai 
Gadangnyo diamba   Besarnya karena dipelihara  
Kedudukan penghulu tidak sama dengan kedudukan dan fungsi seorang feodal. Penghulu 
tidak dipusakai oleh anaknya melainkan oleh kemenakannya yang bertali darah. Lihat : Ibrahim 
Dt. Sanggoeno Diradjo, Tambo Alam Minangkabau ( Tatanan Adat Warisan Nenek Moyang 
Orang Minang ), ( Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2009 ), h. 177  
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kepentingan yang bersangkutan dari mereka yang tidak melaksanakan sanksi 
maka tidak akan dapat pelayanan oleh perangkat kenagarian.
25
 
Dari fenomena di atas yang terjadi di Kenagarian Gunung Rajo 
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, maka dilakukan penelitian secara 
mendalam tentang permasalahan tersebut dengan judul Analisis Hukum 
Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang Tinggi Dalam 
Walimatul ‘Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung Rajo 
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar.  
Pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi ini sejauh pengetahuan 
penulis tidak dijelaskan dalam Al-qur’an dan Hadis apakah ada perintah untuk 
melaksanakannya maupun larangan untuk meninggalkannya. Perlu dilihat juga 
bahwa dengan dasar pertimbangan kemaslahatan atau kemudharatannya, kita 
bisa melihat kebiasaan  tersebut termasuk kebiasaan baik atau fasid.  
Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti 
lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul: “ ANALISIS HUKUM 
ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI HIDANGAN 
DULANG TINGGI DALAM WALIMATUL ‘URSY ADAT 
MINANGKABAU DI KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN 
BATIPUH KABUPATEN TANAH DATAR.” 
Penulis memilih meneliti di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan 
Batipuh Kabupaten Tanah Datar karena desa yang sangat menjunjung tinggi 
tradisi dan budaya sehingga bagi siapa yang tidak mengikuti akan dikenakan 
sanksi. Pembuat dan menetapkan peraturan-peraturan adat adalah pemangku 
adat. 
                                                          
25
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Sangat memungkinkan terdapat berbagai kesamaan dan perbedaan 
dalam pelaksanaan tradisi pada masyarakat di masing-masing Nagari di 
Kabupaten Tanah Datar. Namun, untuk menyederhanakan masalah, peneliti 
ini tidak diarahkan untuk melihat berbagai perbedaan yang ada, tetapi akan 
dicari persamaan-persamaan yang mungkin terjadi pada tradisi hidangan 
dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy adat Minangkabau. 
 
B. Batasan Masalah 
Tradisi adat Minangkabau itu cakupannya luas, supaya penelitian ini 
lebih fokus pada judul penelitian, maka dibuatlah batasan masalah yaitu: 
“Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Tradisi Hidangan Dulang 
Tinggi Dalam Walimatul ‘Ursy Adat Minangkabau Di Kenagarian Gunung 
Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar pada tahun 2015 s/d 2019.” 
 
C. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian yang dibahas pada latar belakang di atas, maka 
dapat dirumuskan sebagai berikut : 
1. Bagaimana pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul 
‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar ?  
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi hidangan 
dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar ? 
 
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
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1. Tujuan Penelitian  
Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah : 
a. Untuk mengetahui pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam 
walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo 
Kecamatan Batipuh  Kabupaten Tanah Datar 
b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan tradisi 
hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di 
Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh  Kabupaten Tanah Datar 
2. Kegunaan Penelitian 
Manfaat Penelitian yang penulis lakukan adalah : 
a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pelaksanaan tradisi hidangan 
dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh  Kabupaten Tanah Datar  
b. Untuk memperkaya ilmu pengetahuan bagi penulis tentang 
pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy 
Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan 
BatipuhKabupaten Tanah Datar 
c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi 
Program Strata 1 ( S1 ) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas 
Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 
Riau. 
 
E. Tinjauan Penelitian Terdahulu 
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Dalam penulisan skripsi ini penulis juga melakukan studi kepustakaan 
dengan cara mengamati karya ilmiah orang lain. Skripsi ditulis oleh Ali Imran 
dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah 
Perkawinan Adat Minangkabau Di Nagari Tabek Panjang Kec. Baso Kab. 
Agam Sumatera Barat. Kesimpulan dari penelitian ini lebih menfokuskan 
kepada waktu pelaksanaan walimah, yaitu ditentukan harinya, selama satu 
minggu sehingga menghabiskan waktu lama bagi kerabat dan tetangga, 
masalah biaya yang dikeluarkan juga banyak, bagi yang tidak mampu harus 
memaksakan diri untuk melakukannya.
26
 
Skripsi ditulis oleh Muhamad Rizki Aji Pratama yang berjudul Analisis 
Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah 
Al-‘Ursy Yang Memberatkan (Studi Kasus Di Ds. Tlogotunggal Kec. 
SumberKab. Rembang). Kesimpulan dari penelitian ini membahas tentang 
walimah yang dilakukan karena memberatkan diri sendiri dan orang lain yang 
mengadakan walimah, Sebab bagi yang mengadakan walimah atau tamu yang 
tidak menyumbang dan tidak peduli dengan cemoohan warga sekitar, maka 
tidak akan hadir pada walimah tersebut.
27
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Ali Imran, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Walimah Perkawinan Adat 
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Skripsi ditulis oleh Yulia Eka Putri yang berjudul: Adat Hantaran 
Dulang Dalam Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Nagari 
Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar). Skripsi ini berkesimpulan bahwa 
penelitian ini lebih menfokuskan kepada adat hantaran dulang yang menjadi 
kewajiban bagi sumandan yang telah ditetapkan oleh pemangku adat, baik 
sumandan itu yang bisa hadir dalam walimatul ‘ursy maupun yang tidak 
hadir.
28
 
Dari tulisan tersebut di atas terlihat bahwa para penulis telah berusaha 
mengungkapkan hal-hal yang berkaitan dengan tradisi dalam walimatul 
‘ursy.Akan tetapi sepanjang pengetahuan penulis, permasalahan tentang 
pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursyAdat 
Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten 
Tanah Datar berdasarkan analisis hukum Islam belum pernah diteliti orang, 
karena itulah dilakukan penelitian ini. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Lokasi Penelitian 
a. Penelitian lapangan adalah suatu inkuisi empiris yang menyelidiki 
fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara 
                                                          
28
Yulia Eka Putri, Adat Hantaran Dulang Dalam Walimatul ‘Ursy Menurut Hukum Islam 
(Studi Kasus Nagari Padang Gantiang Kabupaten Tanah Datar), ( Batu Sangkar : IAIN Batu 
Sangkar, 2006 ), h. 58 
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fenomena dan konteks tak nampak tegas dan dimana multi sumber 
bukti dimanfaatkan.
29
 
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan ( field reseach) 
yang dilaksanakan di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar karena peneliti melihat hukum yang dipakai 
masyarakat setempat. 
2. Subjek dan Objek Penelitian 
a. Subjek penelitian adalah orang-orang yang akan diteliti yang terlibat 
dalam penelitian ini. Berbeda dengan ilmu alam, yang bertujuan 
memperoleh teori-teori kausal yang memungkinkan dilakukan prediksi 
dan pengendalian, ilmu sosial, setidaknya menurut kaum subjektivis, 
harus berusaha menjelaskan perilaku manusia agar dapat dipahami.
30
 
Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini ialah orang yang 
terlibat dalam pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi dalam 
walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo 
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar terdiri dari ninik mamak 
sekaligus sebagai pengurus KAN ( Kerapatan Adat Nagari ), bundo 
kanduang dan masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan 
pernikahan dengan tradisi hidangan dulang tinggi. 
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Burhan Bungin, Analisis data penelitian Kualitatif, ( Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada,  2003 ), cet.Ke-1, h. 20  
30
Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 
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b. Objek penelitian ini adalah tradisi hidangan dulang tinggi Adat 
Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar dalam walimatul ‘ursy ditinjau dari hukum 
Islam. 
3. Populasi dan Sampel 
a. Populasi 
Populasi penelitian adalah keseluruhan ( universum ) dari 
objek/ subjek penelitian yang dapat berupa manusia, gejala, peristiwa, 
sikap hidup dan sebagainya. Sehingga objek/ subjek  ini dapat menjadi 
sumber data penelitian yang mempunyai kualitas dan karakteristik 
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya.
31
 Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 
1 ketua dan 24 ninik mamak sekaligus sebagai pengurus KAN ( 
Kerapatan Adat Nagari ), 5 bundo kanduang dan masyarakat yang 
terlibat dalam melaksanakan tradisi hidangan dulang tinggi dalam 
walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo 
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tidak ditemukan jumlah 
pastinya di Kantor Wali Nagari maupun KUA, akan tetapi berdasarkan 
observasi dan wawancara yang dilakukan ditemukan sebanyak 60 
orang, sehingga total populasi adalah 25 ninik mamak sekaligus 
sebagai pengurus KAN ( Kerapatan Adat Nagari ), 5 bundo kanduang, 
dan 30 orang masyarakat yang terlibat dalam melaksanakan tradisi 
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Syofian Siregar, Metode Penelitian kuantitatif, ( Jakarta : KENCANA,  2013 ), h. 30  
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hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di 
Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah 
Datar
32
 
b. Sampel  
Sampel Penelitian adalah bagian dari Jumlah dan Karakteristik 
yang dimiliki oleh populasi tersebut.
33
Jumlah populasi yang sangat 
banyak maka penulis mengambil sampel sebanyak 50% yaitu  32 
orang yang terdiri dari 10 ninik mamak sekaligus pengurus KAN ( 
Kerapatan Adat Nagari ), 5 bundo kanduang, dan 18 masyarakat yang 
terlibat dalam melaksanakan tradisi hidangan dulang tinggi dengan 
teknik pengambilan sampel yaitu teknik purposive 
sampling.
34
Sehingga jumlah populasi yang dijadikan sampel ada 
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Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, ( Bandung: Alfabeta, 2013 
), cet. Ke-19, h. 80-81. 
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Purposive sampling sering pula disebut sebagai judgement sampling, merupakan 
pemilihan siapa subjek yang ada dalam posisi terbaik untuk memberikan informasi yang 
dibutuhkan. Karena itu, menentukan subjek atau orang-orang terpilih harus sesuai dengan ciri-ciri 
khusus yang dimiliki oleh sampel itu. Mereka dipilih karena percaya mewakili suatu populasi 
tertentu. Lihat : Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial, ( Bandung : PT Refika Aditama, 2010 ), 
h. 272-273. Purposive sampling didefenisikan sebagai tipe penarikan sampel non probabilitas 
yang mana unit yang hendak diamati atau diteliti dipilih berdasarkan pertimbangan peneliti dalam 
hal unit yang mana dianggap paling bermanfaat dan representatif. Dengan demikian, pada sampel 
purposive sampling, responden atau anggota sampel dengan sengaja dipilih tidak secara acak. 
Penentuan sampel terpilih dilakukan dengan pengetahuan bahwa sampel bersangkutan tidaklah 
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sebanyak 32 orang agar lebih akurat dan relevan dengan rancangan 
peneli. 
4. Sumber Data 
Sumber data adalah subjek dimana data dapat diperoleh. Data 
merupakan salah satu unsur yang sangat penting dalam menyusun laporan. 
Data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut : 
a. Data Primer 
Sumber data primer / data tangan pertama adalah data yang 
diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan alat 
pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subjek sebagai 
sumber informasi yang dicari.
35
 Sumber data primer yaitu: masyarakat 
yang terlibat dalam melaksanakan tradisi hidangan dulang tinggi, ninik 
mamak sekaligus pengurus KAN ( Kerapatan Adat Nagari ) dan bundo 
kanduang.   
b. Data sekunder 
Data sekunder/ data tangan kedua adalah data yang diperoleh 
lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek 
penelitiannya.
36
 
                                                                                                                                                               
repsentatif terhadap populasi dengan kata lain, sampel purposive adalah sampel yang dipilih 
berdasarkan suatu panduan tertentu. Lihat juga : Marissan, Metode Penelitian Survei, ( Jakarta : 
Kencana, 2012 ), h. 117-118. 
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Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, ( Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2011 ), h. 91 
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Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literature 
yang ada di perpustakaan, internet atau yang lainnya yang berkaitan 
dengan masalah yang diteliti. 
5. Teknik Pengumpulan Data 
a. Observasi 
Observasi adalah suatu proses melihat, mengamati, dan 
mencermati serta merekam perilaku secara sistematis untuk suatu 
tujuan tertentu. Observasi ialah suatu kegiatan mencari data yang dapat 
digunakan untuk memberikan suatu kesimpulan atau diagnosis.
37
 
Dalam hal ini, peneliti melakukan pengamatan langsung ke Nagari 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar untuk 
mendapatkan gambaran secara nyata tentang permasalahan yang 
diteliti. 
b. Wawancara 
Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 
dilakukan melalui tatap muka dan tanya jawab langsung antara 
pengumpul data maupun peneliti terhadap narasumber atau sumber 
data.
38
 Wawancara yaitu mengadakan tanya jawab langsung oleh 
penulis kepada ninik mamak sekaligus sebagai pengurus KAN ( 
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Haris Herdiansyah, Wawancara, Observasi dan Fokus Gruops, ( Jakarta : Rajawali 
Pers, 2013 ), cet. Ke-1, h. 131 
38
Bambang Prasetyo, Metode Penelitian Kuantitatif, ( Jakarta : PT. Raja Grafindo 
Persada, 2010 ), cet. Ke-6, h. 183 
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Kerapatan Adat Nagari ), bundo kanduang, dan masyarakat yang 
terlibat dalam melaksanakan perkawinan dengan memakai tradisi 
hidangan dulang tinggi. 
c. Kuesioner 
Angket/kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau 
pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk 
dijawabnya
39
 
d. Studi Kepustakaan 
Bentuk kepustakaan yaitu penulis mengambil buku-buku 
referensi yang ada kaitannya dengan persoalan yang diteliti.
40
 
e. Dokumentasi 
Dokumentasi yaitu sejumlah besar fakta dan data tersimpan 
dalam bahan yang berbentuk dokumentasi serta mengumpulkan data-
data yang ada dalam masalah penelitian. 
41
 
6. Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisa data deskriptif 
kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka 
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Gorys Keraf, Komposisi: Sebuah Pengantar Kemahiran Bahasa, ( Nusa Tenggara 
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penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar 
secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.
42
 
7. Metode Penulisan 
a. Deduktif yaitu metode pembahasan yang bertitik tolak dari keterangan-
keterangan dan pengetahuan yang bersifat umum kemudian 
berdasarkan keterangan-keterangan dan pengetahuan yang bersifat 
khusus.
43
 
b. Induktif yaitu suatu metode yang berangkat dari data-data khusus 
kemudian dari data-data khusus dan konkrit itu ditarik yang sifat 
umum.
44
 
c. Deskriptif yaitu suatu uraian penulisan yang menggambarkan secara 
utuh dan apa adanya tanpa mengurangi dan menambahnya sekalipun 
sesuai dengan keadaan sebenarnya. 
45
 
 
G. Sistematika Penulisan 
Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran 
yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun 
sistematika penulisan sebagai berikut : 
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BAB I     : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, 
rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode 
penelitian dan sistematika penulisan.  
   Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam 
tentang nikah secara umum dan diskusi tentang pelaksanaan 
tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat 
Minangkabau di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar. Gambaran umum lokasi penelitian di 
Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah 
Datar akan dibahas pada bab II. 
BAB II  :  Gambaran umum lokasi penelitian. Bab ini meliputi tentang 
keadaan geografis, keadaan penduduk, pendidikan penduduk, 
mata pencarian penduduk, pemerintahan, agama dan budaya 
masyarakat di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar 
BAB III :  Tinjauan umum tentang walimatul ‘ursy dan ‘urf. Bab ini 
penulis memaparkan tentang, pengertian walimatul ‘ursy, dasar 
hukum walimatul ‘ursy, tujuan walimatul ‘ursy, bentuk 
walimatul ‘ursy, adab-adab walimatul ‘ursy, hikmah walimatul 
‘ursy, pengertian ‘urf, pembagian ‘urf, kedudukan al-‘urf 
sebagai dalil syara’, dan syara’ diberlakukan ‘urf. 
BAB IV : Hasil penelitian. Pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi 
dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian 
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Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar dan 
pandangan hukum Islam mengenai tradisi hidangan dulang 
tinggi dalam walimatul ‘ursy Adat Minangkabau di Kenagarian 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. 
BAB V : Penutup. Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 
Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber 
dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran. 
DAFTAR KEPUSTAKAAN 
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BAB II 
GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN 
 
A. Gambaran Umum Nagari Gunung Rajo  
1. Asal-usul Nagari Gunung Rajo  
Kata Gunung Rajo berasal dari kata Guno Rajo, dimana Nagari 
Gunung Rajo pernah dikunjungi oleh Seorang Raja semasa dahulu yaitu 
pada tahun 1890, dan sesampai Rajo tersebut di Guno Rajo beliau 
beristirahat dan duduk di sebuah batu yang terletak di perbatasan nagari 
Guno Rajo dengan Nagari Batipuh, yang sampai sekarang tempat tersebut 
dinamakan Batu Rajo, kemudian terjadi perselisihan antara masyarakat 
Guno Rajo dengan masyarakat Batipuh. Untuk menyelesaikan perselisihan 
tersebut maka dijemputlah Rajo tersebut. Tempat penyelesaian 
perselisihan tersebut bernama Guguak Subarang, Rajo memberi 
keputusan Suarang Baragiah Sarikaik Babalah antara masyarakat Guno 
Rajo dengan masyarakat Batipuh, akhirnya Rajo membuat batas berupa 
parit yang terletak di sebelah barat Batu Rajo.
1
 
Hasil penyelesaian tersebut diterima oleh masyarakat Guno Rajo 
dan masyarakat Batipuh, kemudian masyarakat Guno Rajo dan masyarakat 
Batipuh merasa puas dengan keputusan Rajo dan masyarakat merasakan 
betapa besarnya jasa Rajo tersebut. Berdasarkan musyawarah niniak 
mamak Guno Rajo, nama Guno Rajo dirubah menjadi kata Gunung Rajo, 
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Kata Gunung menggambarkan betapa besarnya jasa Rajo yang telah 
menyelesaikan perselisihan antara dua masyarakat tersebut di atas.
2
 
B. Letak Geografis Nagari Gunung Rajo 
Secara Geografis Nagari Gunung Rajo terletak kaki gunung Merapi 
yang membujur dari arah Timur ke Barat yang diapit oleh dua buah sungai 
yaitu Batang Lubuk Punago dan Batang Gadih. 
Nagari Gunung Rajo merupakan salah satu nagari yang ada di 
Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Luas wilayahnya 512 ha/m2. 
Nagari Gunung Rajo terdapat dua jorong yaitu, jorong Gunung Rajo Utara dan 
jorong Gantiang. Untuk mencapai Nagari Gunung Rajo tidak terlalu sulit 
karena alat transportasi sudah memadai untuk menuju nagari tersebut 
Batas-batas wilayah Nagari Gunung Rajo adalah sebagai berikut: 
1. Sebelah utara berbatasan dengan Pitalah 
2. Sebelah selatan berbatasan dengan Batipuh Baruah 
3. Sebelah barat berbatasan dengan Bungo Baruah  
4. Sebelah timur berbatasan dengan Batipuh Tanjuang
3
 
Nagari Gunung Rajo jumlah penduduknya berjumlah 2.540 orang 
dengan perincian sebagai berikut: 
Tabel 2. 1 
Jumlah Penduduk Nagari Gunung Rajo 
No Jorong/ Nagari L P 
Jumlah Penduduk 
Keseluruhan 
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1 Jor. Gunung Rajo Utara 821 760   1.581  Orang 
2 Jor. Gantiang 423 402     825 Orang 
 Jumlah 1.244 1.162 2. 406 Orang 
Sumber Data : Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2019 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di 
Nagari Gunung Rajo berjumlah 2.406 orang yang terdiri dari dua jorong yaitu 
jorong Gunung Rajo Utara dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 821 
orang dan penduduk perempuan berjumlah 760 orang, sedangkan di jorong 
Gantiang dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 423 orang dan 
penduduk perempuan berjumlah 402 orang. 
Adapun suku yang ada di Nagari Gunung Rajo ada lima suku yaitu 
suku Pisang, suku Koto, suku Jambak Gadang, Panyalai, Jambak Batino, dan 
Katapang. Pada masing-masing suku tersebut terdapat penghulu atau datuak, 
yaitu pada suku Pisang: Dt. Tianso, suku Koto: Dt. Timangguang Sati, suku 
Jambak Gadang: Dt. Penghulu Basa, Dt. Sati, Dt. Bunsu, suku Panyalai: Dt. 
Marajo, dt. Rajo Bukik, Dt. Kayo, Dt. Tuo, suku Jambak Batino: Dt. Rangkay 
Basa, Dt. Tambasa, suku Katapang: Dt. Majo Datuak, Dt. Rajo Panghulu. 
sehingga jumlah pengulu atau datuak yang berada di Nagari Gunung Rajo 
berjumlah dua belas penghulu. 
4
 
 
C. Agama dan Pendidikan 
Nagari Gunung Rajo penduduk semuanya beragama Islam. Hal ini 
berdasarkan data yang diperoleh dari Kantor Wali Nagari Gunung Rajo. 
Untuk itu lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 2 
Agama Yang Dianut Penduduk Nagari Gunung Rajo 
No Jenis Agama Jumlah Persantase 
1 Islam  2.406 100% 
2 Kristen Katolik - - 
3 Kristen Protestan - - 
4 Hindu - - 
5 Budha - - 
 Jumlah 2.406 100% 
Sumber Data : Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2019
5
 
Tabel di atas menunjukkan bahwa agama yang dianut oleh masyarakat 
Gunung Rajo hanya agama Islam saja. Jadi, dengan demikian bahwa 
penduduk Gunung Rajo 100% beragama Islam. 
Penduduk Nagari Gunung Rajo merupakan masyarakat yang 
menjunjung tinggi agama. Untuk mempertahankan dan mewarisi serta 
meningkatkan keyakinan penduduk terhadap ajaran agama Islam, maka para 
ulama dan pemuka masyarakat mengadakan berbagai kegiatan yang sifatnya 
Islam, seperti selain kewajiban beribadah juga aktif mengadakan wirid 
pengajian, baik untuk kaum ibu, remaja maupun dikalangan bapak-bapak. 
Adapun wirid pengajian yang dilaksanakan oleh masyarakat Nagari Gunung 
Rajo adalah sebagai berikut: 
1. Wirid pengajian ibu-ibu dilaksanakan setiap hari jum’at sore. 
2. Wirid pengajian bapak-bapak dilaksanakan setiap hari kamis malam. 
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3. Wirid pengajian remaja dilakukan setiap hari sabtu malam. 
Setiap wirid pengajian selalu diadakan oleh masyarakat Gunung Rajo 
di masjid dan mushalla. Kemudian kegiatan yang lain dilakukan yakni 
peringatan hari-hari besar Islam seperti Maulid Nabi Muhammad Saw, Isra’ 
Mi’raj serta peringatan Tahun Baru Hijriyah. Biasanya mereka mengadakan 
Musabaqah Tilawatil Qur’an mulai dari tingkat anak-anak, remaja bahkan 
dewasa.
6
 
Keyakinan masyarakat terhadap agama Islam lebih menonjol lagi 
kelihatannya pada waktu pelaksanaan Shalat Jum’at. Biasanya bagi yang tidak 
pergi Shalat Jum’at, mereka akan menjadi perhatian oleh pemimpin dan 
anggota masyarakat, dan selalu menjadi “Buah bibir” masyarakat lainnya. 
Begitu juga ketika bulan ramadhan datang seluruh mesjid dan mushalla penuh 
oleh jama’ah, baik orang tua, remaja maupun anak-anak. 
Kemudian untuk melakukan peribadatan dan kegiatan-kegiatan atau 
pembinaan umat beragama tentunya diperlukan sarana peribadatan yang 
memadai. 
Adapun sarana peribadatan yang terdapat di Nagari Gunung Rajo. 
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 
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Tabel 2. 3 
Sarana Peribadatan di Nagari Gunung Rajo 
No 
Nagari/ 
Jorong 
Nama Masjid Nama Mushalla/ Surau 
1 
Jorong 
Gunung Rajo 
Utara 
1. Masjid 
Ikhwah 
2. Masjid Raya 
1. Mushalla Istiqomah 
2. Mushalla Nurul Iman 
3. Mushalla Raudhatul 
Jannah 
4. Mushalla Darul Jannah 
5. Surau Tibarau 
6. Mushalla Masjid Raya 
2 
Jorong 
Gantiang 
1. Masjid Al- 
Islah 
1. Mushalla Nadhatul 
Toalibin 
2. Surau Tamalo 
3. Surau Bawah Rokam 
4. Mushalla Al-Jami’ah 
5. Mushalla Jamiatul 
Islamiyah 
6. Mushalla Sawah Padang 
7. Surau Summue Bayue 
8. Surau Takuak 
 Jumlah 3 ( Tiga ) Masjid 
14 ( Empat Belas ) 
Mushalla / Surau 
Sumber Data : Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2019
7
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa jumlah masjid yang 
ada di Nagari Gunung Rajo ada tiga masjid dan ada empat belas mushalla. 
Jumlah tempat ibadah ini dapat dikatakan cukup untuk mengembangkan 
ajaran agama Islam apabila dibandingkan dengan penduduk desanya. 
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Dalam rangka meningkatkan ketaqwaan dan keimanan serta belajar 
pendidikan agama terutama baca tulis Al-Qur’an di Nagari Gunung Rajo 
terdapat sarana pendidikan berupa pondok Al-Qur’an selain dari saran berupa 
surau dan mushalla yaitu : 
Tabel 2. 4 
Sarana Peribadatan di Nagari Gunung Rajo 
No Nagari /Jorong Nama Sarana  
1 Gantiang 1. TPA Al – Islah 
2 Gunung Rajo Utara 
1. TPA Nurul Iman 
2. TPA Istiqamah 
3. TPA Raudhatul Jannah 
4. TPA Masjid Raya 
5. TPA Darul Jannah 
6. Pondok Al-Qur’an Al- Kautsar 
 Jumlah 7 ( Tujuh ) Taman Pendidikan Al-Qur’an 
Sumber Data : Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2019
8
 
Dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia serta kemajuan 
suatu daerah, dapat dilihat dari tingkat pendidikan yang dimiliki oleh 
penduduk suatu daerah tersebut. 
Pendidikan juga berfungsi untuk mengembangkan taraf hidup martabat 
manusia. Defenisi Pendidikan dalam Undang-undang No 20 Tahun 2003 
adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 
dirinya untuk memiliki ketentuan yang spiritual keagamaan, pengendalian diri, 
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33
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 
dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9
 
Adapun tingkat pendidikan masyarakat Gunung Rajo dapat dilihat 
pada table berikut: 
Tabel 2. 5 
Tingkat Pendidikan Masyarakat Nagari Gunung Rajo 
No Tingkat Pendidikan Jumlah 
1 Tidak Sekolah 345 Orang 
2 Belum Sekolah 316 Orang 
3 PAUD 30 Orang 
4 TK 50 Orang 
5 Tingkat SD 313 Orang 
6 Tingkat SMP 390 Orang 
7 Tingkat SMA 411 Orang 
8 Tingkat Perguruan Tinggi 551 Orang 
 Jumlah 2.406 Orang 
Sumber Data : Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2019
10
 
Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan 
masyarakat Nagari Gunung Rajo termasuk masyarakat yang mementingkan 
pendidikan, karena kebanyakan dari penduduk Nagari Gunung Rajo banyak 
yang melanjutkan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi. 
Adapun lembaga formal pendidikan yang ada di Nagari Gunung Rajo 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2. 6 
Sarana Pendidikan Formal Nagari Gunung Rajo 
No 
Nagari/ 
Jorong 
PAUD 
Taman Kanak 
Kanak ( TK ) 
Sekolah 
Dasar ( SD 
) 
1 
Gunung Rajo 
Utara 
1.PAUD Harapan 
Bundo 
1. TK Islam 
Nurul Fajri 
1. SDN 09 
Batipuh 
2 Gantiang 1. PAUD Dahlia 
1. TK Islam Al 
– Islah 
1. SDN 38 
Batipuh 
Sumber Data : Kantor Wali Nagari Gunung Rajo Tahun 2019
11
 
Bagi masyarakat Gunung Rajo yang tergolong penduduk usia sekolah 
banyak melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi keluar dari nagarinya. 
Seperti mereka yang telah tamat SD melanjutkan sekolahnya ke SMP kota 
Padang Panjang dan mereka yang tamat SMP melanjutkan ke SMA, MAN, 
dan SMK kota Padang Panjang. Kemudian untuk mereka yang tamat SMA 
melanjutkan pendidikan ke Padang, Batusangkar dan ada yang melanjutkan 
keluar dari Provinsi, seperti Jakarta, Pekanbaru, Malang,dan Semarang.  
 
D. Sosial Ekonomi, Budaya dan Adat Istiadat 
Dilihat dari segi sosial ekonomi di Nagari Gunung Rajo mata 
pencaharian penduduknya berbagai macam, wilayah Nagari Gunung Rajo 
secara umum merupakan daerah yang subur dan sangat kaya akan Sumber 
Daya Alam sehingga daerah ini sangat cocok untuk mengembangkan usaha 
                                                          
11
Ibid.  
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peternakan karena didukung dengan berlimpahnya tumbuh-tumbuhan yang 
sangat baik digunakan untuk pakan ternak serta karena potensinya terdiri dari 
tanah sawah dan tanah ladang yang menghasilkan beras, sayur-sayuran dan 
palawija, dalam mengembangkan ekonomi masyarakat masih tetap melakukan 
penanaman kopi, kulit manis dan kakao. Selain potensi ekonomi dalam bidang 
pertanian atau peternakan, ada yang bergerak dibidang swasta ada juga 
sebagai Pegawai Negeri Sipil. 
Organisasi sosial yang bersifat tradisional yang masih aktif dilakukan 
oleh masyarakat desa ini adalah perkumpulan untuk saling bantu dalam 
menyelesaikan suatu masalah. Seperti masalah musibah yang menimpa 
seseorang, biasanya mereka saling tolong menolong dalam menyelesaikannya. 
Sebagai masyarakat yang berbudaya, penduduk Nagari Gunung Rajo 
juga mempunyai adat istiadat. Adat yang berkembang di Gunung Rajo ini 
merupakan budaya yang berasal dari adat Minangkabau.Masyarakat setempat 
selain teguh dalam melaksanakan ketentuan agama Islam juga terkenal patuh 
dalam melaksanakan ketentuan adat. Hal ini tercermin dalam keseharian 
masyarakat itu yang telah mengidentifikasikan antara Islam sebagai agama 
dan adat sebagai cerminan hidup masyarakat.
12
 
Sementara itu adat istiadat tentunya banyak macamnya yang dilakukan 
oleh masyarakat dan juga lapangan yang beraneka ragam. Adat istiadat yang 
merupakan bagian dari kebudayaan suatu masyarakat secara keseluruhan tentu 
tidak dapat dipisahkan dari kebudayaan. Karena itu adat istiadat merupakan 
                                                          
12
Profil Nagari Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar tahun 2019   
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kebiasaan. Tradisi atau adat istiadat didefenisikan sebagai kebiasaan setempat 
yang mengatur interaksi sesama anggota masyarakat. 
Adat yang ada di Nagari Gunung Rajo merupakan adat yang berasal 
dari Minangkabau, yaitu mempunyai empat tingkatan. Secara umum ada 
beberapa macam adat yang ada di Minangkabau antara lain: 
1. Adat Nan Sabana Adat 
Adalah adat yang sudah menjadi sunnatullah artinya adat yang sudah 
menjadi ketentuan dasar dan ketetapan Allah Swt, dan segala apa-apa 
hikmah yang diterima dari Nabi Muhammad Saw.
13
 Sehingga adat nan 
sabana adat ini banyak dicontohkan pada sifat alam, keadaan alam, 
perilaku manusia. Misalnya, air membasahi, burung berkicau, buah 
tumbuh-tumbuhan itu umumnya jatuh kepangkalnya, melompat sama 
patah ke bukit sama mendaki ke lurah sama menurun dan sebagai alat 
batin manusia untuk mempertimbangkan baik dengan buruk yang baik 
dipakai yang buruk dibuang.
14
 
Adat nan sabana adat, merupakan adat yang telah ditetapkan oleh 
Allah Swt bagi makhluk-Nya. Adat yang tidak akan berubah-ubah 
sepanjang zaman. Adat nan sabana adat ini disebut juga dengan adat nan 
babuhua mati, nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan ( adat 
                                                          
13
Ibrahim Dt. Sanggoeno Diraddjo, TAMBO Alam Minangkabau ( Tatanan Adat Warisan 
Nenek Moyang Orang Minang, ( Bukittinggi : Kristal Multimedia, 2009 ), h. 149  
14
Sayuti Dr. Rajo Penghulu, Tau Jo Nan Ampek ( Pengetahuan yang Empat Menurut 
Ajaran Adat dan Budaya Alam Minangkabau ), ( Padang : Mega Sari, 2005 ), h.  14 
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yang diikat mati, tidak lekang oleh panas dan tidak lapuk oleh hujan )
15
dan 
berlaku bagi seluruh daerah Minangkabau.  
2. Adat Nan Diadatkan 
Merupakan adat yang diadatkan oleh nenek moyang yang 
menciptakan adat Minangkabau itu yang dikenal oleh orang Minangkabau 
secara turun temurun yakni Datuak Parpatih nan Sabatang dan Datuak 
Katumanggungan, aturan yang dibuat dan disepakati itu berlaku di seluruh 
alam Minangkabau.
16
Adat nan diadatkan ini yang tidak berubah salah 
satunya adalah sistem kekerabatan matrilineal ( garis keturunan dihitung 
berdasarkan keturunan ibu ). Falsafah adat alam Minangkabau juga 
termasuk ke dalam adat nan diadatkan, seperti falsafah adat basandi 
syarak, syarak basandi kitabullah ( adat yang berdasarkan agama dan juga 
berdasarkan Al-Qur’an).
17
 Kedudukan seseorang sebagai pribadi, sebagai 
anggota masyarakat, pegaturan ekonomi, cara-cara hidup sosial politik 
juga termasuk adat nan diadatkan. 
Adat nan diadatkan oleh nenek moyang tersebut disusun begitu 
rupa dengan mengambil contoh dan perbandingan dari ketentuan- 
                                                          
15
Adat nan babuhua mati, nan tak lakang dek paneh, nan tak lapuak dek hujan artinya 
adat yang menjadi hukum mutlak, sesuatu yang bertahan, tak tergerus oleh pengaruh zaman. 
16
Idrus Hakimy DT. Rajo Penghulu, Rangkaian Mustika Adat Basandi Syarak di 
Minangkabau, ( Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2001 ), h. 105  
17
Adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah artinya seluruh adat yang digunakan 
oleh masyarakat Minangkabau harus kepada syari’at Islam, yang pada gilirannya didasarkan pada 
Al-qur’an dan Sunnah. 
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ketentuan alam takambang jadi guru ( alam terkembang jadi guru ) 
menjadikan alam sebagai guru.  
3. Adat Nan Taradat 
Adat nan taradat ini termasuk ketentuan-ketentuan yang berlaku di 
selingkar nagari atas hasil keputusan bersama atas keputusan atau mufakat 
ninik mamak ( para penghulu ) dalam nagari. Yang terpenting apa saja 
yang menjadi keputusan bersama, keputusan mufakat adat. Kerapatan 
Adat Nagari (KAN) salah satu tugasnya adalah membuat kesepakatan 
nagari yang menyangkut kehidupan adat nagari untuk kepentingan 
bersama atau kepentingan umum. Dalam ungkapan adat adat sepanjang 
jalan, bacupak sapanjang batuang, lain lubuak lain ikan, lain padang lain 
balalang, lain nagari lain adatnyo, ( adat Minangkabau tersebut sama 
tetapi pelaksanaannya berbeda tiap daerah ).
18
 
4. Adat Istiadat 
Adat istiadat adalah adat kebiasaan dari suatu nagari atau suatu 
golongan, suatu kampung, suatu kaum, daerah dan tidak tetap seperti itu 
saja dari masa ke masa yang mengikuti pasang naik dan pasang surut 
situasi masyarakat.
19
Seperti bunyi-bunyian, permainan, olahraga. Disebut 
dalam ungkapan adat “Nan taraso bamakan, nan barupo baliek, nan 
babunyi badanga”. ( yang terasa dimakan, yang berupa dilihat, yang 
berbunyi didengar ) 
                                                          
18
Musyair Zainuddin, Serba-Serbi Adat Minangkabau, (  Yogyakarta : Ombak,  2016 ), h. 
4 
19
Amir  M.S, Adat Minangkabau ( Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang  ), ( Jakarta : 
PT Mutiara Sumber Widya, 2007 ), h. 76 
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Adat nan teradat dan adat istiadat ini, oleh nenek moyang kita 
disebut dengan adat nan babuhua sintak dan berlaku di nagari masing-
masing dan adat ini boleh berubah, ditambah, dikurangi asal disepakati 
bersama di nagari melalui musyawarah mufakat. 
 40 
BAB III 
TINJAUAN UMUM TENTANG WALIMATUL ‘URSY DAN ‘URF 
 
A. Walimatul ‘Ursy 
1. Pengertian Walimatul ‘Ursy 
Walimah berasal dari kata walimah (   و) adalah bentuk jamak 
dari kata  ( و) artinya jamuan atau pesta.1Walimah dari segi bahasa 
artinya al jam’u, yaitu kumpul, sebab antara suami dan istri berkumpul, 
bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga.2 
Dalam Ensiklopedi Hukum Islam menerangkan bahwa walimah 
berarti berkumpul, karena kedua mempelai pada hari itu dipersandingkan 
dan al-ursy yaitu perkawinan. Walimah diserap dalam bahasa Indonesia 
menjadi “Walimah” dalam fikih Islam mengandung makna yang umum 
dan makna yang khusus. Makna umumnya adalah seluruh bentuk perayaan 
yang melibatkan orang banyak. Sedangkan walimah dalam pengertian 
khusus disebut walimatul ‘ursy mengandung pengertian peresmian 
perkawinan yang tujuannya untuk memberitahukan khalayak ramai bahwa 
kedua pengantin telah resmi menjadi suami istri, sekaligus sebagai rasa 
syukur keluarga kedua belah pihak atas telah berlangsung perkawinan 
tersebut.3
                                                          
1Mahmud Yunus, Kamus Indonesia - Arab, Arab-Indonesia, ( Jakarta : PT Mahmud 
Yunus , 2010 ), h. 506  
2Ummu Azzam, Walimah Cinta, ( Jakarta : Qultum Media, 2012 ), cet. Ke-1, h. 95  
3
Ensiklopedi Hukum Islam 6, ( Jakarta : PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1996 ), h. 1917    
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Sedangkan dari segi istilah Imam Syafi‟i dalam kitab Al-Umm 
menyebutkan bahwa walimah adalah Tiap-tiap jamuan merayakan 
pernikahan, kelahiran anak, khitanan atau peristiwa menggembirakan 
lainnya yang mengundang orang banyak, maka dinamakan walimah.4  
Walimah yang berasal dari kata “Walama” artinya mengumpulkan. 
Karena dengan pesta tersebut dimaksudkan memberi doa restu agar kedua 
mempelai mau berkumpul dengan rukun. Selain itu tujuan walimah adalah 
sebagai informasi dan pengumuman bahwa telah terjadi pernikahan, 
sehingga tidak menimbulkan fitnah dikemudian hari5 
Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literature Arab yang 
secara arti kata artinya jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak 
digunakan untuk perhelatan diluar itu. Sedangkan defenisi yang terkenal 
dikalangan ulama dan dipahami oleh masyarakat pada umumnya, 
walimatul ‘ursy diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri 
nikmat yang diberikan oleh Allah Swt. Atas terlaksananya akad 
pernikahan dengan menghidangkan makanan.6 Walimah berarti penyajian 
                                                          
4Abdullah Muhammad bin Idris Al-Syafi’i, Al-Umm, juz VII, ( Beirut : Dar al Kutub, al- 
Ilmiyah, t,thn ), h.  476 
5Mardani,  Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, ( Yogyakarta : Graha 
Ilmu, 2011 ), h. 12 
6Abdul Syukur Al Azizi, Sakinah Maaddah wa Rahmah ( Tuntutan Lengkap Menggapai 
“ Baiti Jannati” di dalam Rumah ), ( Yogyakarta : Diva Press, 2017 ), h. 55 
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makanan untuk acara pesta. Ada juga yang mengatakan, walimah berarti 
segala macam makanan yang dihidangkan untuk acara pesta atau lainnya.7 
Dalam kamus disebutkan, “Walimah adalah makanan pesta 
pernikahan atau setiap makanan yang dibuat untuk undangan dan 
lainnya.”8 Adapun makanan atau minuman yang disuguhkan hanya dalam 
pesta pernikahan.9 
Ibnu Atsir dalam kitabnya An Nihayah, yang dikutip oleh Zakiyah 
Darajat dkk, mengemukakan bahwa walimah adalah : 10 
 ِشْرُعْلا َدْنِع ُعَنْصُي يِذلا ُماَعطَلأ 
 
Artinya: “ Yaitu makanan yang dibuat untuk pesta perkawinan.” 
 
2. Dasar Hukum Walimatul ‘Ursy 
Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya 
sunnah mu’akad ataupun sunah yang sangat dianjurkan bahkan sangat 
diutamakan. 
Rasulullah bersabda, bahwa Buraidah bin Al Hashib menuturkan 
tatkala Ali melamar Fatimah, 11Rasulullah berkata:  
                                                          
7M. Abdul Ghoffar E. M, Fiqih Wanita (Terj), ( Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2000 ), h. 
487   
8Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah 3, ( Jakarta : Tinta Abadi Gemilang, 2013 ), cet. Ke-II, h. 
517  
9Abu Malik Kamal, Fiqih Sunnah Wanita 2, ( Bandung : PT Cordova Internasional 
Indonesia, 2016 ), h. 195 
10Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, ( Jakarta : Rajawali Press, 2009 ), h. 131   
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 ِنْب ِِيمرَكْلا ِدْبَع ْنَع ِبيَأ اَنَـث دَح يِساَؤرلا ِنَْحمرلا ِدْبَع ُنْب ُدَْيُحم اَنَـث دَح
 َمِطَاف يِلَع َبَطَخ امََللَاق ِهِيَبأ ْنَع َةَدْيَرُـب ِنْبا ِنَع ٍطْيَلُس ُهللا َيِضَر َة
 ُدب َلا ُهنِإ َملَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىلَص ِهللا ُلوُسَر َلَاق َلَاق اَمُه ْـنَع َلىاَعَـت
 اَذَك يَلَع ٌنَلاُف َلَاقَو ٌشْبَك يَلَع ٌدْعَس َلاَقَـف َلَاق ٍةَمِيلَو ْنِم ِسْرُعِْلل
 ٍةَرُذ ْنِم اَذََكو  
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami( Humaid bin ‘Abdur 
Rahman Ar Ru`asi   )  telah menceritakan kepada kami ( ayahku 
) dari ( ‘Abdul Karim bin Sulaith ) dari ( ‘Abdullah bin 
Buraidah ) dari  ( ayahnya ) berkata: Saat ‘Ali meminang 
Fathimah Rasulullah saw. bersabda: “Pernikahan itu harus 
diwalimahi.” Lalu Sa’ad berkata: Aku menanggung seekor 
kambing.” Yang lain berkata: Aku menaggung tepung sekian 
dan sekian”( H.R Ahmad )12 
 
Ulama Mazhab Zhahiri, salah satu pendapat Imam Malik dan yang 
tertera di dalam kitab Al-Umm karya Imam Syafi’i menyatakan 
bahwasanya hukum mengadakan walimah adalah wajib.13Dalam hadis 
tersebut di atas Nabi Muhammad SAW mengharuskan kepada Ali untuk 
mengadakan walimah ketika mengawini Fatimah. Dan sanad hadist 
tersebut la ba’sa bihi, dan itu menunjukkan keharusan diadakannya 
walimah dalam arti wajib. Dalam hadis tersebut anjuran untuk 
mengadakan walimah mengandung unsur keharusan atau kewajiban, 
                                                                                                                                                               
11Mahmud Mahdi Al Istanbuli, Bekal Pengantin, ( Solo : Aqwam, 2013 ), h. 201  
12Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ( Kairo : Muassasah 
Qurtubah, 1978 ), Juz 47, h. 9 ( dan dilihat : Digital Liberary Maktabah Syamilah ) 
13Wahbah Zuhaili, Fiqih Islam 9, ( Jakarta : Gema Insani, 2007 ), h. 121  
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sesuatu yang dengan cara bagaimanapun harus diadakan, demikian 
pendapat yang dikemukakan oleh golongan Dzahiri14 
Dalam walimah Rasulullah SAW sendiri melaksanakan walimah 
untuk dirinya dan memerintahkan kepada para sahabat untuk mengadakan 
walimah walaupun hanya dengan  roti serta seekor kambing. Mengenai hal 
ini dikemukakan oleh Nabi SAW dalam hadist yang berbunyi : 
 ُنْب ُدمَُمحَو ٍداوَر ِبيَأ ِنْب َةَلَـبَج ِنْب ِدابَع ِنْب ِورْمَع ُنْب ُدمَُمح اَنَـث دَح
 ِزِيزَعْلا ِدْبَع ْنَع ُةَبْعُش اَنَـث دَح ٍرَفْعَج ُنْبا َوُهَو ٌدمَُمح اَنَـث دَح َلاَاق ٍراشَب
اَم َنْب َسََنأ ُتْعَِسم َلَاق ٍبْيَهُص ِنْب ىلَص ِهللا ُلوُسَر ََلمْوَأ اَمُلاوُقَـي ٍكِل
 ىَلَع ََلمْوَأ اِمم َلَضَْفأ ْوَأ َرَـثْكَأ ِِهئاَسِن ْنِم ٍَةأَرْما ىَلَع َملَسَو ِهْيَلَع ُهللا
 وَُكرَـت تىَح اًمَْلحَو ًازْـبُخ ْمُهَمَعْطَأ َلَاق ََْلمَوأ َاِبم ِنياَنُـبْلا ٌتِبَاث َلاَقَفَـبَنْـيَز ُه 
  
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ( Muhammad bin Amru bin 
'Abbad bin Jabalah bin Abi Rawwad ) dan  ( Muhammad bin 
Basyar ) keduanya berkata: Telah menceritakan kepada kami ( 
Muhamad ) dia adalah Ibnu Ja'far, telah menceritakan kepada 
kami ( Syu'bah ) dari ( Abdul Aziz bin Shuhaib ) dia berkata: 
Saya mendengar  ( Anas bin Malik ) berkata: "Tidaklah 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan pesta 
perkawinan terhadap para istrinya lebih banyak atau lebih 
utama dari pesta pernikahan yang beliau adakan untuk 
Zainab." Tsabit Al Bunani berkata: "Dengan apa beliau 
memeriahkan pesta perniakahannya?" Dia menjawab: "Beliau 
membuat orang-orang kenyang dengan roti dan daging, 
sampai mereka meninggalkannya ( masih banyak yang tersisa 
)." ( H.R Muslim)15 
 
                                                          
14M. Abdul Ghaffar, Fiqh Keluarga ( terj ), h. 99 
15Abu al-Husayn Muslim ibn al-Hajjaj al-Qusyayri al-Naysaburi, Shahih Muslim, ( Beirut 
: Dar al-Jayl wa Dar al-Afaq al-Jadidah, t.th. ), juz 7, h. 271 ( dan dilhat : Digital Liberary 
Maktabah Syamilah ) 
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Sedangkan dalam riwayat lain dari Anas mengenai  kisah Shafiyah, 
bahwa Nabi SAW telah menjadikan walimah terhadap sebagian istrinya 
dengan dua mud gandum16 dengan hadist yaitu :  
 ِنْب ِروُصْنَم ْنَع ُناَيْفُس اَنَـث دَح َفُسُوي ُنْب ُدمَُمح اَنَـث دَح ِهُمأ ْنَع َةيِفَص
 ِضْعَـب ىَلَع َملَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىلَص ِبينلا ََلمْوَأَْتلَاق َةَبْيَش ِتِْنب َةيِفَص
 ٍيرِعَش ْنِم ِنْي ُدِبم ِِهئاَسِن  
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ( Muhammad bin Yusuf ) 
Telah menceritakan kepada kami ( Sufyan ) dari ( Manshur bin 
Shafiyyah ) dari ( Ibunya Shafiyyah binti Syaibah ) ia berkata: 
Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengadakan walimah 
terhadap sebagian dari isteri-isterinya, yakni dengan dua Mud 
gandum.”  ( H.R Bukhari )17 
 
Selanjutnya hadist lain meriwayatkan dari Anas bin Malik ra: 
 ْنَع ٍتِبَاث ْنَع ٍدْيَز ُنْبا َوُه ٌداَحم اَنَـث دَح ٍبْرَح ُنْب ُناَمْيَلُس اَنَـث دَح
 ِدْبَع ىَلَع ىََأر َملَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىلَص ِبينلا نَأُه ْـنَع ُهللا َيِضَر ٍسََنأ
 َع ِنْب ِنَْحمرلا ىَلَع ًَةَأرْما ُتْجوَزَـت نيِإ َلَاق اَذَه اَم َلَاق ٍةَرْفُص َرَـَثأ ٍفْو
 ٍةاَشِب ْوَلَو ِْلمْوَأ َكَل ُهللا َكَرَاب َلَاق ٍبَهَذ ْنِم ٍةاَوَـن ِنْزَو  
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Harb Telah 
menceritakan kepada kami Hammad ia adalah Ibnu Zaid, 
dari Tsabit dari Anas radliallahu 'anhu, bahwa Nabi 
shallallahu 'alaihi wasallam melihat bekas Shufr pada 
Abdurrahman bin Auf, maka beliau pun bertanya: "Apa ini?" 
ia menjawab, "Sesungguhnya aku telah menikahi seorang 
wanita dengan mahar Wazn Nawat dari emas." Beliau 
                                                          
16Syaikh Hasan Ayyub,  Fikih Keluarga, ( Jakarta : Pustaka Al Kautsar, 2001 ), cet. Ke- 
1, h. 98  
17Abu Abdillah Muhammad bin Isma’il bin Ibrahim bin al-mughirah bin Bardizbah 
Bukhari Ja’fi, Shahih Bukhari, ( Beirut : Darul Kutub al-‘ilmiyyah, 1192 ), cet Ke-1, juz 16, h. 161 
( dan dilihat : Digital Liberary Maktabah Syamilah ) 
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besabda: "Semoga Allah memberkahimu. Adakanlah walimah 
meskipun dengan seekor kambing.”( H.R Bukhari)18 
 
Dari beberapa hadis yang telah dikemukan di atas dapat diambil 
kesimpulan bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kepada umatnya untuk 
mengadakan walimah. Walimah tidak harus dengan menyembelih seekor 
kambing tetapi juga cukup hanya dengan hidangan makanan apa saja 
(sederhana). Syari’at Islam membenarkan pelaksanaan walimah ini yang 
sesuai dengan kemampuan atau kesanggupan keluarga yang mempunyai 
hajat. 
Hal itu ditunjukkan Nabi Saw, bahwa perbedaan-perbedaan 
walimah beliau bukanlah membedakan kepada pengutaman sebagian istri 
atas sebagian yang lain atau melebihkan salah satu dari yang lain, tetapi 
semata-mata disesuaikan dengan keadaan ketika sulit atau lapang19 
 
3. Tujuan Walimatul ‘Ursy 
Tujuan dan hikmah walimah dalam perkawinan sangatlah besar, 
dilihat dari walimah ( pesta perkawinan ) bertujuan untuk memberitahukan 
kepada masyarakat bahwa telah dilangsungkan pernikahan secara resmi 
dan sah salah seorang anggota masyarakat dalam keluarga tertentu. 
Dengan cara mengundang orang-orang untuk syukuran dan makan. Hal ini 
wajib dilakukan sebagaimana ketentuan Rasulullah SAW 
                                                          
18
Ibid., h. 121 
19Tihami dan Sohari Sahrani, Fiqih Munakahat, Op.Cit., h. 131-133 
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 َلَاق َنوُراَه ْنِم َاَنأ ُهُتْع َِسمَو ِهللا دْبَع َلَاق ٍفوُرْعَم ُنْب ُنوُراَه اَنَـث دَح
 يِشَرُقْلا ِدَوْسَْلأا ُنْب ِهللا ُدْبَع ِنيَث دَح َلَاق ٍبْهَو ُنْب ِهللا ُدْبَع اَنَـث دَح
 ْنَع ِهْيَلَع ُهللا ىلَص ِبينلا نَأِهِيَبأ ْنَع ِْيرَـبزلا ِنْب ِهللا ِدْبَع ِنْب ِرِماَع
 َحاَكنلا اوُنِلَْعأ َلَاق َملَسَو  
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Harun bin Ma'ruf Abdullah 
berkata: dan saya telah mendengarnya dari Harun, berkata: 
telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Wahab berkata: 
telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Al Aswad Al 
Qurasyi dari 'Amir bin Abdillah bin Zubair dari bapaknya 
Nabi Shallallahu'alaihiwasallam bersabda: "Umumkanlah 
pernikahan." (H.R Ahmad).20 
 
Hal ini juga merupakan agar semua pihak mengetahui 
pernikahannya dan tidak membawa fitnah serta mengindari timbulnya 
tuduhan dikemudian hari dalam masyarakat. Ulama Malikiyah dalam 
tujuan untuk memberitahukan terjadinya perkawinan itu lebih 
mengutamakan walimah dari menghadirkan dua orang saksi dalam akad 
perkawinan.21 
Dan tujuan walimah yang terpenting adalah pengumuman atas 
adanya sebuah perkawinan dan mengumpulkan kaum kerabat serta teman 
                                                          
20Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ( Kairo, Muassasah 
Qurtubah, 1978 ) , Juz ٣٢, h. 35٥ ( dan dilihat : Digital Liberary Maktabah Syamilah ) 
21 Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, ( Jakarta : Kencana, 2011 ), 
h. 157  
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teman. Sekaligus memasukkan kegembiraan dan kebahagiaan kedalam 
jiwa-jiwa mereka.22 
Kendati dalam pelaksanaan walimatul ‘ursy perlu diperhatikan, 
tidak melaksanakan walimatul ‘ursy dengan berlebih-lebihan sebagai 
ajang untuk berfoya-foya dan berlomba memamerkan kekayaan agar 
mendapatkan pujian dari orang-orang yang melihatnya.23 
Selanjutnya walimatul ‘ursy termasuk bagian dari rasa syukur atas 
nikmat Allah yang telah memudahkan pernikahan, karena tidak semua 
orang diberi kemudahan untuk menikah, baik karena tidak memiliki harta, 
tidak ada walinya, atau tidak memiliki kesenangan karena orang ini tidak 
memiliki syahwat lagi. 24 
 
4. Bentuk Walimatul ‘Ursy 
Agama Islam mengajarkan kepada orang yang melaksanakan 
pernikahan untuk mengadakan walimah, tetapi tidak memberikan bentuk 
minimum atau bentuk maksimum dari walimah itu. 
Hal ini memberi isyarat bahwa walimah itu diadakan sesuai dengan 
kemampuan seseorang yang melaksanakan perkawinannya, dengan 
                                                          
22 Mahmud Mahdi Al Istanbuli, Kado Perkawinan, ( Jakarta : Pustaka Azzam, 2000 ), h. 
235  
23Abdul Syukur Al Azizi, Sakinah Mawaddah wa Rahmah ( Tuntutan Lengkap 
“Menggapai Baiti Jannati” didalam Rumah, Op.Cit., h. 57 
24Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, Fikih Wanita ( Pembahasan Lengkap 
Permasalahan Wanita ), ( Solo : Daar An-Naba’, 2015 ), h. 672 
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catatan, agar dalam pelaksanaan walimah tidak ada pemborosan, 
kemubaziran, lebih-lebih disertai dengan sifat angkuh dan membanggakan 
diri.25 
 
5. Adab-Adab Walimatul ‘Ursy 
Adapun adab-adab dalam walimah pernikahan agar benar-benar 
bernilai ibadah, hendaknya diperhatikan hal-hal berikut : 
a. Menyelenggarakan walimah yang sederhana disesuaikan dengan 
kemampuan, tidak memaksakan diri diluar kekuatan yang akan 
berakibat penyesalan dan tidak berlebih-lebihan yang cenderung 
kepada kemewahan.26 
b. Menyelenggarakan walimah dengan ikhlas dengan niat semata-mata 
karena ittiba’ pada sunnah Rasulullah Saw, tidak bermotif komersial, 
tidak mengharap sumbangan lebih besar dari biaya yang dikeluarkan.27 
c. Mengundang keluarga, tetangga, dan sahabat yang dikenal untuk 
menghubungkan silaturrahim serta menghibur dengan makanan yang 
menyehatkan, bukan yang memabukkan atau membahayakan. 
d. Jangan hanya mengundang orang kaya dan melupakan orang miskin, 
karena itu termasuk perbuatan yang dibenci 
                                                          
25Kamaal Nukhlisin, Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan, ( Jakarta : PT Bulan 
Bintang, 1993 ), cet. Ke-3, h. 109 
26A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonsia, ( Banda Aceh : Yayasan Pena 
Divisi Penerbitan, 2005 ), h. 103  
27Thoriq Ismail Kahiya, Mata Kuliah Menjelang Pernikahan, ( Surabaya : Penerbit 
Pustaka Progressif, 2004 ), cet. Ke-3, h. 108  
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e. Dilarang mengisi walimah dengan kegiatan dan acara-acara yang 
mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah Swt. Namun 
hiburan-hiburan yang mubah atau halal dibolehkan. 
f. Wajib menghadiri walimah bagi yang diundang jika tidak ada halangan 
( udzur syar’i )28 
g. Para tamu yang datang disambut dengan rasa hormat dan terimakasih, 
tanpa dibedakan antara yang membawa bingkisan dengan yang tidak 
membawa sama sekali 
h. Adat istiadat yang merupakan lambang tradisional, tetapi tidak 
bertentangan dengan prinsip ajaran Islam, tidak perlu dihidupkan, 
seperti menyebar beras, memecah telur dikaki mempelai laki-laki dan 
sebagainya. Bagaimanapun murahnya harga telur itu, tetapi apabila 
dibuang merupakan salah satu bentuk tindakan mubazir, menyia-
nyiakan harta benda dilarang dalam agama Islam. 
i. Apabila bukan karena tidak mungkin mengundang tamu-tamu yang 
diharapkan hadir dalam satu waktu, walimah hendaknya diadakan satu 
kali saja pada hari pertama, terpaksanya supaya dicukupkan dua kali 
saja, yaitu tambahan pada hari kedua.29 Hadits Nabi mengajarkan : 
                                                          
28Ahmad Hatta, Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah “Petunjuk Praktis menjadi 
muslimah seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-qur’an dan sunnah”, ( Jakarta : 
Maghrifah Pustaka, 2015 ), h. 233 
29A. Hamid Sarong, Hukum Perkawinan Islam Di Indonsia, Op.Cit., h. 104 
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 ِنَسَْلحا ِنَع ُةَداَتَـق اَنَـث دَح ٌماَهم اَنَـث دَح ِدَمصلا ُدْبَع اَنَـث دَح ِدْبَع ْنَع
 َناََكو ُةَداَتَـق َلَاق ٍفيَِقث ْنِم َرَوَْعأ ٍلُجَر ْنَع يِفَقـثلا َناَمْثُع ِنْب ِهللا
 اَم ِيرَْدأ َلاَف َناَمْثُع َنْب َر ْـيَُهز ُُهْسما ْنُكَي َْلم ْنِإ ٌفوُرْعَم ُهَل ُلاَقُـي
 لَسَو ِهْيَلَع ُهللا ىلَص ِهللا َلوُسَر نَأُهُْسما ٍمْوَـي َلوَأ ُةَمِيلَوْلا َلَاق َم
 ٌءَاِيرَو ٌةَعُْسم َثِلاثلا َمْوَـيْلاَو ٌفوُرْعَم ِنياثلاَو قَح 
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami ( Abdushamad ), telah 
menceritakan kepada kami ( Hammam ), telah 
menceritakan kepada kami ( Qatadah ) dari ( Al Hasan ) 
dari  ( Abdullah bin Utsman Ats Tsaqafi ) dari seorang 
lelaki juling matanya dari bani Tsaqif,  ( Qatadah ) 
berkata; Ia biasa dipanggil dengan Ma'ruf kalu tidak salah 
namanya ( Zuhair bin 'Utsman ) sebenarnya aku tidak tahu 
nama aslinya, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam 
bersabda: "Walimah adalah hak, pada hari kedua adalah 
perbuatan ma'ruf, sedangkan pada hari ketiga adalah 
sum'ah dan riya." ( H.R Ahmad )30 
 
j. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan 
perempuan. 
k. Tidak memamerkan pemberian kepada calon istri, memakai pakaian 
pesta yang membuka aurat, atau pakaian berlebihan, baik pengantin 
atau undangan.31 
 
6. Hikmah Walimatul ‘Ursy 
Diadakannya walimah dalam pesta perkawinan mempunyai beberapa 
keuntungan ( hikmah ) antara lain sebagai berikut: 
                                                          
30Imam Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, ( Kairo : Muassasah 
Qurtubah, 1978 ) , Juz 41, h. 276 ( dan dilihat : Digital Liberary Maktabah Syamilah ) 
31Ahmad Hatta, Bimbingan Islam untuk Hidup Muslimah “Petunjuk Praktis menjadi 
muslimah seutuhnya dari lahir sampai mati berdasarkan al-qur’an dan sunnah”,Op.Cit., h. 233 
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a. Merupakan rasa syukur kepada Allah Swt. 
b. Tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tuanya. 
c. Sebagai tanda resmi adanya akad nikah. 
d. Sebagai tanda memula hidup baru bagi suami-istri. 
e. Sebagai realisasi arti sosiologi dari akad nikah. 
f. Sebagai pengumuman bagi masyarakat, bahwa antara mempelai telah 
resmi menjadi suami-istri sehingga masyarakat tidak curiga terhadap 
perilaku yang dilakukan oleh kedua mempelai. 
Di samping itu, dengan adanya walimatul ‘ursy kita dapat 
melaksanakan perintah Rasulullah Saw yang menganjurkan kaum 
muslimin untuk melaksanakan walimatul ‘ursy walaupun hanya dengan 
menyembelih seekor kambing.32 
 
B. ‘Urf 
1. Pengertian ‘Urf 
Kata ‘urf berasal dari kata ‘arafa, ya’rifu (  ُفUِWَْY , َفUَZَ ) yang 
sering diartikan dengan “Al-ma’ruf” (فوUWا) dengan arti “Sesuatu yang 
dikenal atau sesuatu yang baik”.33 Kata ‘urf secara bahasa berarti sesuatu 
yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. 34 
                                                          
32Tihami dan Sohari Sahrani,  Fikih Munakahat, Op.Cit., h. 131  
33Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh ( Jakarta : Kencana, 2009 ), cet.Ke-5, h. 387 
34Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, ( Jakarta : Kencana, 2008 ), cet.Ke-2. h. 153  
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Adapun ‘urf artinya menurut bahasa adalah “Adat”, “Kebiasaan”, 
dan “Satu kebiasaan yang terus menerus.” 35 atau ‘urf adalah sikap, 
perbuatan, dan perkataan yang “Biasa” dilakukan oleh kebanyakan 
manusia atau oleh manusia seluruhnya36 
Kata ‘urf juga disebutkan bahwa sesuatu yang telah sering dikenal 
oleh manusia dan telah menjadi tradisinya, baik berupa ucapan ataupun 
perbuatannya dan atau hal yang meninggalkan sesuatu juga disebut 
‘adat.37 Atau sesuatu yang berulang ulang dilakukan oleh masyarakat 
daerah tertentu dan terus-menerus dijalani oleh mereka, baik hal demikian 
terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.38 
‘Urf yang dimaksudkan dalam ilmu ushul fiqih adalah: 
 َنِم ْمِهِسٌفُـن في ٌرِقَتْسَيَو ْمِَِلاَم اَعُم ِفي ْمُه ْـنِم ُةئِفَْوا ٌسانَلا ُهُداَتْعِا اَم
 ِةَمْيِلسلا ِعَْبط َدْنِع َِةل ْوُـبْقُ
لما ِةَرَرَكُمْلا ِر ْوُم ُءْلاا 
 
Artinya: “ Sesuatu yang telah terbiasa (di kalangan) manusia atau pada 
sebagian mereka dalam hal muammalat dan telah melihat 
dalam diri-diri mereka dalam beberapa hal secara terus 
menerus yang diterima oleh akal yang sehat.”
39
 
 
                                                          
35Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, ( Jakarta : Kencana, 2010 ), h. 161 
36A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam ( 
Jakarta : Kencana, 2010 ), cet. Ke-7, h. 88 
37Abdul Wahab Khallaf, Kaidah-Kaidah Hukum Islam ( ilmu Ushulul Fiqh ), ( Jakarta : 
PT Raja Grafindo Persada, 2002 ), h. 130 
38Asmawi , Perbandingan Ushul Fiqh, ( Jakarta : Amzah, 2013 ), h. 161 
39Basiq Djalil, Ilmu Ushul Fiqih, Op.Cit., h. 162 
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Sedangkan secara istilah pengertian ‘urf yaitu sesuatu yang telah 
dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan dikalangan mereka 
baik berupa perkataan maupun perbuatan.40 
Secara istilah yang dikemukakan oleh Abu zahra, istilah ‘urf ialah 41: 
 ْمُُهرْوُُمأ ْمِهْيَلَع ْتَماَقَـتْساَو ٍتَلاَم اَعُم ْنِم ُسانلا ُهاَدَتْعا اَم 
Artinya: “Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam 
pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-
urusan mereka.” 
 
‘Urf sering dipahami sama dengan kata adat atau kebiasaan. 
Namun bila diperhatikan dari akar katanya, ada perbedaan yang mendasar 
di antara kedua kata tersebut. Kata adat berasal dari bahasa Arab, akar 
katanya: ‘ada, ya‘udu (د]WY ,د^Z) yang mengandung arti: ( _رارUa ) 
perulangan. Oleh karena itu sesuatu yang baru dilakukan satu kali belum 
dinamakan adat. Namun tidak ada pula tolak ukur yang pasti berapa kali 
hal tersebut dilakukan agar dapat dikatakan sebagai adat. Sedangkan kata 
‘urf pengertiannya tidak melihat dari segi berulang kalinya suatu 
perbuatan dilakukan, tetapi dari segi bahwa perbuatan tersebut sudah 
sama-sama dikenal dan diakui oleh orang banyak. 
Adanya dua sudut pandang yang berbeda tersebut yang 
menyebabkan timbulnya dua sebutan yakni ‘urf dan adat. Dalam hal 
tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan yang prinsip, sehingga dapat 
                                                          
40Abdul Wahab Khallaf, Ushul Fikih, ( Jakarta : Rhineka Cipta, 2005 ), h. 104 
41Safiudin Shiddik, Ushul Fiqh, ( Jakarta : IntiMedia, 2005 ), h. 72 
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dipahami suatu perbuatan yang telah dilakukan berulang-ulang menjadi 
dikenal dan diakui oleh orang  banyak.42 
Hakikat adat dan ‘urf itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal 
oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima 
keberadaannya di tengah-tengah ummat. 43 
 
2. Pembagian ‘Urf 
Ditinjau dari jangkauannya, ‘urf dapat dibagi dua, yaitu: al-‘urf al-
amm dan al-urf al-khashsh 
a. Al-Urf al-Amm 
Yaitu kebiasaan yag bersifat umum dan berlaku bagi sebagian 
besar masyarakat dalam berbagai wilayah yang luas. Misalnya, 
membayar ongkos kendaraan dengan harga tertentu, tanpa perincian 
jauh atau dekatnya jarak yang ditempuh, dan hanya dibatasi oleh jarak 
tempuh maksimum. Demikian juga, membayar sewa menggunakan 
tempat pemandian umum dengan harga tiket masuk tertentu, tanpa 
membatasi fasilitas dan jumlah air yang digunakan. Kecuali hanya 
membatasi pemakaian dari segi waktunya saja. 
b. Al-‘Urf al-Khashsh 
Yaitu adat kebiasaan yang berlaku secara khusus pada suatu 
masyarakat tertentu, atau wilayah tertentu saja. Misalnya, kebiasaan 
masyarakat Jambi menyebut kalimat “Satu tumbuk tanah” untuk 
                                                          
42Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Op.Cit., h. 388 
43Amir Syarifuddin, Garis-garis Besar Ushul Fiqh, ( Jakarta : Kencana, 2012 ), h. 71  
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menunjuk pengertian luas tanah 10 x 10 meter. Demikian juga 
kebiasaan masyarakat tertentu yang menjadikan kuitansi sebagai alat 
bukti pembayaran yang sah meskipun tanpa disertai dengan dua orang 
saksi.44 
Selanjutnya ditinjau dari segi keabsahannya, al-urf dapat pula 
dibagi menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 
a. Urf ash-Shahih ( ‘urf yang absah ) 
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang sesuai dan tidak 
bertentangan dengan aturan-aturan hukum Islam. Dengan kata lain, 
‘urf yang tidak mengubah ketentuan yang haram menjadi halal, atau 
sebaliknya, mengubah ketentuan halal menjadi haram. Misalnya, 
kebiasaan yang terdapat dalam suatu masyarakat, hadiah (hantaran) 
yang diberikan kepada pihak wanita ketika peminangan, tidak 
dikembalikan kepada pihak laki-laki, jika peminangan dibatalkan oleh 
pihak laki-laki. Sebaliknya, jika yang membatalkan adalah pihak 
wanita, maka “Hantaran” yang diberikan kepada wanita yang dipinang 
dikembalikan dua kali lipat jumlahnya kepada pihak laki-laki yang 
meminang. Demikian juga, dalam jual beli dengan cara pemesanan 
inden, pihak pemesan memberi uang muka atau panjar atas barang 
yang dipesannya.45 Contoh lain adat kebiasaan suatu masyarakat di 
                                                          
44Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, ( Jakarta : Amzah, 2010 ), h. 210  
45
Ibid., h. 211  
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mana istri belum boleh dibawa pindah dari rumah orang tuanya 
sebelum menerima maharnya secara penuh. 46 
b. ‘Urf al-Fasid ( ‘urf yang rusak/salah ) 
Yaitu adat kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan 
ketentuan dalil-dalil syara’. Sebaliknya ‘urf ash-shahih, maka adat 
kebiasaan yang salah adalah yang menghalalkan hal-hal yang haram, 
atau mengharamkan yang halal. Misalnya, kebiasaan berciuman antara 
laki-laki dan wanita yang bukan mahram dalam acara pertemuan-
pertemuan pesta. Demikian juga, adat masyarakat yang mengharamkan 
perkawinan antara lak-laki dan wanita yang bukan mahram, hanya 
keduanya berasal dari satu komunitas yang sama ( pada masyarakat 
adat Riau tertentu ). Sejalan dengan perkembangan zaman dan semakin 
membaiknya pemahaman terhadap hukum Islam pada komunitas 
masyarakat tersebut, secara berangsur-angsur adat kebiasaan tersebut 
telah mereka tinggalkan. 
Para ulama sepakat, bahwa ‘urf al-fasid tidak dapat menjadi 
landasan hukum, dan kebiasaan tersebut batal demi hukum. Oleh 
karena itu, dalam rangka meningkatkan pemasyarakatan dan 
pengalaman hukum Islam pada masyarakat, sebaiknya dilakukan 
dengan cara yang ma’ruf diupayakan mengubah adat kebiasaan yang 
bertentangan dengan ketentuan ajaran Islam tersebut, dan 
menggantikannya dengan adat kebiasaan yang sesuai dengan syariat 
                                                          
46Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Op.Cit., h. 154 
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Islam. Karena ‘urf al-fasid bertentangan dengan ajaran Islam, maka 
uraian selanjutnya hanya berkaitan dengan ‘urf al-fasid.47 
Selanjutnya ditinjau dari segi objeknya, al-urf dapat pula dibagi 
menjadi dua bagian, yaitu sebagai berikut. 
a. ‘Urf Lafzi/ ‘Urf Qauli ( ‘urf berdasarkan perkataan ) 
Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal/ ungkapan 
tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan 
itulah yang dipahami masyarakat. Misalnya, ungkapan daging yang 
diartikan daging sapi, padahal arti “Daging” mencakup seluruh jenis 
daging yang ada ( daging sapi, ikan, kambing dan sebagainya ). 
Apabila seseorang mendatangi penjual daging dan mengatakan “ Saya 
beli daging satu kilogram,” maka penjual itu langsung mengambil 
daging sapi, padahal penjual itu memiliki bermacam-macam daging. 
Hal ini karena kebiasaan masyarakat setempat yang memahami 
ungkapan daging sebagai daging sapi. 48 
b. ‘Urf Amali/ ‘Urf Fi’li ( ‘urf berdasarkan perbuatan ) 
Kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau 
muamalah keperdataan. Yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah 
perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak 
terkait dengan kepentingan orang lain, seperti kebiasaan masyarakat 
tertentu memakan makanan khusus atau meminum minuman tertentu, 
                                                          
47Abd. Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, Loc. Cit., h. 211 
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Ensiklopedi Hukum Islam 6, Op.Cit., h. 1877 
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atau kebiasaan masyarakat dalam memakai pakaian tertentu dalam 
acara tertentu. Adapun yang berkaitan dengan muamalah perdata 
adalah kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad atau transaksi 
dengan cara tertentu.  
Misalnya, kebiasaan masyarakat dalam berjual beli yang kemudian 
barang-barang yang dibeli diantarkan ke rumah pembeli oleh 
penjualnya bila barangnya itu berat dan besar.49 Contoh lain adalah 
kebiasan transaksi antara penjual dan pembeli hanya cukup pembeli 
menerima barang dan penjual menerima uang tanpa ada ucapan 
transaksi ( akad ), padahal menurut syara’, shighat jual beli itu 
merupakan salah satu rukun jual beli. Tetapi karena telah menjadi 
kebiasaan dalam masyarakat melakukan jual beli tanpa shighat jual 
beli dan tidak terjadi hal-hal yang diinginkan, maka syara’ 
membolehkannya. Seperti halnya kebiasaan saling mengambil rokok 
diantara sesama teman tanpa adanya ucapan minta dan memberi, tidak 
dianggap mencuri.50 
 
3. Kedudukan al-‘Urf sebagai Dalil Syara’ 
Para ulama mazhab fiqh, pada dasarnya semua ulama menyepakati 
kedudukan ‘urf ash-sahih sebagai salah satu dalil syara’. Akan tetapi, 
diantara mereka terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas 
                                                          
49
Ibid. 
50Ahmad Sanusi dan Sohati, Ushul Fiqh, ( Jakarta : Rajawali Press, 2015 ), h. 83  
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penggunaannya sebagai dalil.51 Dalam hal ini, ulama Hanafiyyah dan 
Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan al-‘urf sebagai dalil, 
dibandingkan dengan ulama Syafi’iyyah dan Hanabillah.  
Menurut Imam al Qarafi, ahli fikih Mazhab Maliki, seorang 
mujtahid dalam menerapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti 
kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat sehingga hukum yang 
ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemaslahatan 
masyarakat tersebut.52 
Ulama Malikiyah menjadikan ‘urf atau tradisi yang dihidup 
dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan 
mendahulukan dari hadis ahad.  
Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan al- ‘urf ( istihsan yang 
menyandar pada ‘urf ). Oleh ulama Hanafiyah, ‘urf itu didahulukan atas 
qiyas khafi dan juga didahulukan atas nash yang umum, dalam arti ‘urf itu 
mentakhsis umum nash serta menyatakan bahwa pendapat ulama Kuffah 
dapat dijadikan dasar hujjah.  
Ulama Syafi’iyah banyak menggunakan ‘urf dalam hal-hal tidak 
menemukan ketentuan batasannya dalam syara’ maupun dalam 
penggunaan bahasa, maka dikembalikanlah kepada ‘urf. Adanya qaul 
qadim ( pendapat lama ) Imam Syafi’i di Irak, dan qaul jadid ( pendapat 
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52
Ensiklopedi Hukum Islam 6, Op.Cit., h. 1878 
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baru ) nya di Mesir, menunjukkan diperhatikannya ‘urf dalam istinbath 
hukum.53 
Adapun kehujjahan ‘urf sebagai dalil syara’, didasarkan atas 
argument argument di dalam surah al-Araf ayat (7) : 199: 
 َينِلِهَاْلجا ِنَع ْضِرَْعأَو ِفْرُعْلِاب ْرُمْأَو َوْفَعْلا ِذُخ 
Artinya: “Jadilah Engkau Pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan 
yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang 
bodoh.”
 54
 
Melalui ayat diatas Allah SWT memerintahkan kaum muslimin 
untuk mengerjakan yang ma’ruf. Sedangkan yang disebut ma’ruf itu 
sendiri ialah, yang dinilai oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, 
dikerjakan berulang-ulang, dan tidak bertentangan dengan watak manusia 
yang benar, dan yang dibimbing oleh prinsip-prinsip umum ajaran Islam.55 
Disamping itu alasan para ulama mengenai penggunaan ( 
penerimaan ) mereka terhadap ‘urf tersebut adalah hadis yang berasal dari 
Abdullah ibn Mas’ud yang dikeluarkan Imam Ahmad dalam musnadnya, 
yaitu : 
 ِنْب ِهللا ِدْبَع ْنَع ٍشْيَـبُح ِنْب ِرز ْنَع ٌمِصاَع اَنَـث دَح ٍرْكَب ُوَبأ اَنَـث دَح
 ُهللا ىلَص ٍدمَُمح َبْلَـق َدَجَوَـف ِداَبِعْلا ِبوُلُـق ِفي ََرظَن َهللا نَِلإَاق ٍدوُعْسَم
 ْفَـِنل ُهاََفطْصَاف ِداَبِعْلا ِبوُلُـق َر ْـيَخ َملَسَو ِهْيَلَع ُثم ِهَِتلاَِسرِب ُهَثَعَـتْـبَاف ِهِس
 َرْـيَخ ِهِباَحْصَأ َبوُلُـق َدَجَوَـف ٍدمَُمح ِبْلَـق َدْعَـب ِداَبِعْلا ِبوُلُـق ِفي ََرظَن
                                                          
53Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Op.Cit., h. 399  
54Depertemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, Op.Cit., h. 140 
55Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Op.Cit., h. 155-156 
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 ىََأر اَمَف ِهِنيِد ىَلَع َنوُِلتاَقُـي ِهيَِبن َءَارَزُو ْمُهَلَعَجَف ِداَبِعْلا ِبوُلُـق
 َدْنِع َوُهَـف اًنَسَح َنوُمِلْسُمْلا  ِهللا َدْنِع َوُهَـف اًئيَس اْوََأر اَمَو ٌنَسَح ِهللا
 ٌئيَس  
 
Artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abu Bakartelah 
menceritakan kepada kami 'Ashim dari Zirr bin Hubaisy dari 
Abdullah bin Mas'udberkata; Sesungguhnya Allah melihat hati 
para hamba, lalu Dia mendapati hati Muhammad shallallahu 
'alaihi wasallam sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu 
memilihnya untuk diriNya, Dia juga mengutsnya dengan 
risalah kemudian Dia melihat pada hati para hamba setelah 
hati Muhammad, maka Dia mendapati hati para sahabat 
sebagai sebaik-baik hati para hamba, lalu menjadikan mereka 
sebagai pembantu NabiNya, berperang membela agamanya. 
Maka apa yang dilihat oleh kaum muslimin satu kebaikan, 
maka di sisi Allah adalah baik dan apa yang mereka pandang 
buruk, maka di sisi Allah juga buruk.” ( H.R Ahmad ).56 
 
Pertimbangan kemaslahatan ( kebutuhan orang banyak ), dalam arti 
orang banyak akan mengalami kesulitan bila tidak menggunakan ‘urf 
tersebut. Bahkan ulama menempatkannya sebagai “syarat yang 
disyaratkan”.  
 ًفْرُع ُفْوُرْعَمَْلا   شلاَكًاطْرَش ِطْو ُر 
Artinya: “Sesuatu yang berlaku secara ‘urf adalah seperti suatu yang 
telah disyaratkan.” 
 
Maksudnya ialah bahwa segala yang ditetapkan oleh ‘urf atau 
kebiasaan adalah sama dengan yang ditetapkan oleh dalil yang berupa 
nash di dalam masalah-masalah yang tidak terdapat nash untuk 
penyelesaiannya. 
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Bila hukum telah ditetapkan berdasarkan kepada ‘urf, maka 
kekuatannya menyamai hukum yang ditetapkan berdasarkan nash.57 
Hukum-hukum yang didasarkan oleh‘urf itu dapat berubah-rubah menurut 
perubahan ‘urf pada suatu zaman. Dengan demikian para Fuqaha berkata 
“Bahwa perselisihan itu disebabkan oleh perubahan masa bukan 
perselisihan hujjah dan bukti.” 58 
 
4. Syarat diberlakukan ‘Urf 
a. ‘Urf itu harus termasuk ‘urf yang shahih dalam arti tidak bertentangan 
dengan ajaran Al-qur’an dan Sunnah Rasulullah. Misalnya, kebiasaan 
di satu negeri bahwa sah mengembalikan harta amanah kepada isteri 
atau anak dari pihak pemberi atau pemilik amanah. Kebiasaan seperti 
ini dapat dijadikan pegangan jika terjadi tuntutan dari pihak pemilik 
harta itu sendiri. 
b. ‘Urf itu harus bersifat umum, dalam arti minimal telah menjadi 
kebiasaan mayoritas penduduk negri itu. 
c. ‘Urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan 
dilandaskan kepada ‘urf itu. Misalnya, seseorang yang mewakafkan 
hasil kebunnya kepada ulama, sedangkan yang disebut ulama waktu itu 
hanyalah orang yang mempunyai pengetahuan agama tanpa ada 
persyaratan punya ijazah, maka kata ulama dalam pernyataan wakaf itu 
harus diartikan dengan pengertiannya yang sudah dikenal itu, bukan 
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karena pengertian ulama yang menjadi populer kemudian setelah ikrar 
wakaf terjadi misalnya harus punya ijazah. 
d. Tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan 
kehendak ‘urf tersebut, sebab jika kedua belah pihak yang berakad 
telah sepakat untuk tidak terikat dengan kebiasaan yang berlaku 
umum, maka yang dipegang adalah ketegasan itu bukan ‘urf. 
Misalnya, adat yang berlaku disuatu masyarakat, isteri belum boleh 
dibawa oleh suaminya pindah dari rumah orang tuanya sebelum 
melunasi maharnya, namun ketika berakad kedua belah pihak telah 
sepakat bahwa sang isteri sudah boleh dibawa oleh suaminya pindah 
tanpa ada persyaratan lebih dahulu melunasi maharnya. Dalam 
masalah ini, dianggap berlaku adalah kesepakatan itu, bukan adat yang 
berlaku.59 
e. ‘Urf itu mengandung maslahat dan dapat diterima oleh akal. Syarat ini 
adalah kelaziman dalam ‘urf shahih yang dapat diterima secara umum. 
Contohnya ada suatu kebiasaan istri yang ditinggal mati oleh suaminya 
maka ia tidak akan kawin lagi untuk seterusnya meskipun ia masih 
muda belia. Mungkin ini dinilai baik oleh suatu adat daerah tertentu 
namun tidak bisa diterima oleh akal sehat. 60 
                                                          
59Satria Efendi, M. Zein, Ushul Fiqh, Op.Cit., h. 156-157  
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f. Pemakaian tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash syar’iah, 
termasuk juga tidak mengakibatkan kemafsadatan, kesempitan dan 
kesulitan.61 
g. Yang dianggap berlaku bagi perbuatan mu’amalat, ialah adat 
kebiasaan yang lama atau yang campuran, bukan yang terakhir. Maka 
jika terjadi persetujuan atas harga barang dengan mata uang disebuah 
negeri dimana berlaku mata uang pembayaran yang berlainan, maka 
jual beli dilakukan dengan pembayaran mata uang sirkulasi dan 
dengan pembayaran menurut kebiasaan yang galib pada waktu 
terjadinya jual beli, bukan dengan pembayaran mata uang yang 
sesudah itu terkena perbedaan atau perubahan.62 
 
                                                          
61A. Djazuli, Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan, dan Penerapan Hukum Islam, 
Op.Cit., h. 89 
62Sobhi Mahmassani, Filsafat Hukum dalam Islam, ( Bandung : PT Al- Ma’rif, 1980 ), h. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan  
Berdasarkan uraian-uraian yang penulis paparkan dalam pembahasan 
skripsi ini, dapatlah ditarik kesimpulan sebagai berikut: 
1. Tradisi hidangan dulang tinggi dalam walimatul ‘ursy di Kenagarian 
Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar telah dilakukan 
secara turun-temurun. Sehingga tradisi ini sudah menjadi keharusan 
bahkan kewajiban bagi setiap masyarakat yang akan melangsungkan 
pernikahan. Tradisi ini dilakukan dalam acara baralek atau walimatul 
‘ursy yang mana proses pelaksanaannya dimulai dengan peminangan ( 
marambah jalan, manapiak bandua, mamutuih etongan, batimbang tando 
), akad nikah, dan baralek atau walimatul ‘ursy. Tujuan tradisi hidangan 
dulang tinggi adalah untuk menciptakan sikap saling hormat menghormati 
antara bako, bundo kanduang, dan  istri penghulu dengan tuan rumah. 
Selain itu juga untuk melestarikan tradisi yang sudah ada secara turun 
temurun di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten 
Tanah Datar. 
2. Analisis hukum Islam tentang pelaksanaan tradisi hidangan dulang tinggi 
dalam walimatul ‘ursy di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar ini ada yang dibolehkan dilakukan dan ada yang 
tidak boleh dilakukan. Adapun alasan dibolehkannya karena telah 
memenuhi ketentuan bentuk dan adab-adab walimatul ‘ursy, tidak 
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menimbulkan mafsadat dan tidak menghilangkan kemashlahatan sehingga 
dapat diterima oleh masyarakat serta telah berlaku secara umum oleh 
masyarakat di Kenagarian Gunung Rajo. 
Namun dari segi kebenarannya dari segi ‘urf shahih tidak 
memenuhi syarat yaitu: bertentangan dengan syariat, yaitu terdapat unsur 
sanksi sehingga membuat beban bagi masyarakat yang tidak melakukan 
hidangan dulang tinggi tersebut.Jadi tradisi ini secara keseluruhan tidak 
dilarang, tetapi hanya perlu mengubah atau menghilangkan yang 
bertentangan dengan syara’ agar tradisi ini bebas dari larangan agama. 
B. Saran 
1 Tradisi hidangan dulang tinggi ini sangat perlu dijaga, dilestarikan dan 
dipertahankan, karena mengingat bahwa tradisi ini warisan bagi 
masyarakat Minangkabau khususnya masyarakat di Kenagarian Gunung 
Rajo Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar, karena banyak 
kemaslahatan yang ada pada tradisi ini dan terdapat juga pandangan Islam  
akan nilai-nilai keislaman dari pelaksanaannya. 
2 Bagi tokoh adat di Kenagarian Gunung Rajo Kecamatan Batipuh 
Kabupaten Tanah Datar sebaiknya pada kewajiban pelaksanaan  dan 
pemberian sanksi untuk orang yang tidak melaksanakan tradisi tersebut 
difikirkan kembali pada tujuan dan akibatnya, karena sanksi berupa 
pengucilan atau bahan omongan secara tidak langsung dapat memutus 
silaturrahmi dan menimbulkan fitnah 
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PANDUAN WAWANCARA 
 Untuk Ninik mamak dan Bundo Kanduang 
1. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/i mengetahui tradisi hidangan dulang tinggi ? 
2. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/i mengetahui sejarah tradisi hidangan dulang tinggi? 
3. Apa yang dimaksud dengan tradisi hidangan dulang tinggi? 
4. Apa saja bahan yang dibutuhkan untuk hidangan dulang tinggi? 
5. Bagaimana tata cara pelaksanaan hidangan dulang tinggi ? 
6. Siapa yang menyediakan bahan untuk hidangan dulang tinggi? 
7. Siapa yang terlibat dalam pelaksanaan hidangan dulang tinggi? 
8. Kapan dilaksanakan tradisi hidangan dulang tinggi? 
9. Dimana dilaksanakannya hidangan dulang tinggi ? 
10. Apa tujuan hidangan dulang tinggi ? 
11. Apakah tradisi ini diwajibkan bagi setiap yang baralek ( walimah ) ? 
12. Apakah tradisi hidangan dulang tinggi ini dilakukan oleh setiap anak daro/marapulai ( 
mempelai perempuan/laki-laki ) yang melangsungkan pernikahan? 
13. Bagaimana jika anak daro/marapulai ( mempelai perempuan/laki-laki ) tidak melakukan 
tradisi ini? 
14. Apakah ada sanksi adat jika tradisi ini tidak dilaksanakan bagi anak daro/marapulai ( 
mempelai perempuan/laki-laki )? 
 
 
 
 
 
 
KUESIONER PENELITIAN 
 
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN TRADISI HIDANGAN 
DULANG TINGGI  DALAM WALIMATUL ‘URSY ADAT MINANGKABAU DI 
KENAGARIAN GUNUNG RAJO KECAMATAN BATIPUH  KABUPATEN TANAH 
DATAR 
 
Assalamu’alaikum  Wr. Wb 
Saya Raudhatul Adhawiyah mahasiswi dari UIN SUSKA Riau sedang menyusun sebuah 
karya ilmiah dan bermaksud untuk mengumpulkan data melalui kusioner. Kusioner ini semata-
mata untuk keperluan ilmiah dan kerahasiaan responden Insya Allah saya jaga dengan baik. 
Untuk itu dimohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/i untuk meluangkan sedikit waktunya untuk 
mengisi kusioner ini. Atas bantuannya, Saya ucapkan terimakasih. 
 
IDENTITAS RESPONDEN 
Nama   : 
Jenis Kelamin  : 
Umur   : 
Alamat  : 
Petunjuk : Berilah tanda (X) untuk jawaban yang benar pada pilihan di bawah ini.  
 
KARAKTERISTIK RESPONDEN 
1. Apakah Bapak/Ibu/Saudara/i mengetahui tradisi hidangan dulang tinggi ? 
a. Mengetahui  b. Tidak mengetahui 
2. Apakah Bapak/ Ibu/ Saudara/i mengetahui sejarah hidangan dulang tinggi ? 
a. Mengetahui    b.   Tidak mengetahui   
3. Apakah ada bahan yang dibutuhkan untuk hidangan dulang tinggi? 
a. Ada b. Tidak Ada 
4. Siapa yang menyediakan bahan untuk hidangan dulang tinggi ? 
a. Pihak Padusi ( perempuan ) b. Pihak Laki-Laki c.Kedua Belah Pihak 
5. Kapan dilaksanakan tradisi hidangan dulang tinggi ? 
a. Sebelum baralek ( walimah )  
b.   Dalam acara baralek ( walimah )  
c. Setelah baralek ( walimah )  
6. Dimana dilaksanakannya hidangan dulang tinggi ? 
a. Di rumah alek ( tuan rumah ) b. Di rumah orangtua alek ( tuan rumah ) 
7. Apa tujuan hidangan dulang tinggi ? 
a. Menghargai Ninik Mamak  
b. Sebuah Adat    
8. Apakah tradisi hidangan dulang tinggi ini diwajibkan bagi setiap yang baralek ( walimah 
) di Nagari Gunung Rajo ? 
a. Ya   b.   Tidak   
9. Apakah tradisi hidangan dulang tinggi ini dilakukan oleh setiap anak daro/marapulai ( 
mempelai perempuan/laki-laki ) yang melangsungkan pernikahan di Nagari Gunung Rajo 
? 
a. Ya   b.   Tidak 
10.  Apakah ada sanksi adat jika tradisi ini tidak dilaksanakan oleh anak daro/marapulai ( 
mempelai perempuan/laki-laki )? 
a. Ada  b.   Tidak ada  
 
 
SURAT KETERANGAN WAWANCARA 
Dengan ini saya: 
 Nama  : 
 Pekerjaan :  
 Umur  : 
 Jabatan: 
Menerangkan bahwa: 
 Nama   : Raudhatul Adhawiyah 
 Nim   : 11621201607 
 Fakultas/Jurusan : Syari’ah dan Hukum/ Hukum Keluarga  
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Batipuh  Kabupaten Tanah Datar.” 
 
Nama di atas benar telah mendatangi saya pada tanggal    untuk 
melakukan wawancara sehubungan dengan penelitian yang dilakukannya dalam rangka 
penyelesaian skripsi.                                           
 Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana perlunya           
      Nagari Gunung Rajo,   2020 
         Wassalam      
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